
 
 

Halaman 1 dari 75 
 

F1-02.15 Rev.1 

 

RESUME HASIL AUDIT 
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 

 

Kegiatan : Resertifikasi 

Sasaran Kegiatan : PT Industrial Forest Plantation 

Alamat Kantor : Ruko Sentra Eropa Blok AA1B No. 7 – 9, Balikpapan Baru, 
Kecamatan Balikpapan Kota, Kelurahan Damai Baru, Kota 
Balikpapan 76114 

Nomor Izin Berusaha : No. 8120200961142 tanggal 14 September 2018 

Perubahan ke-4 tanggal 18 Maret 2022 

Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Tanaman 

Budidaya Pada Hutan Produksi 

SK PBPH : No. SK.742/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 
September 2021 

Luas dan Lokasi Areal 

PBPH 

 100.989,40 Hektar  

Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah 

Nomor S-PHL : 037.SPHL.017 

18 Juni 2019 –  17 Juni 2025 

Tanggal Pelaksanaan 
Audit 

: 19 – 26 Mei 2025 

Metode :  On-site (Kunjungan ke lokasi areal PBPH) 

Standar Acuan : a) Standar Penilaian Kinerja PHL Di Hutan Produksi 
sesuai Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. 
SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022 

b) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai 
Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-
PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022. 

Susunan Tim Audit : 1. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial) / Ketua Tim Audit 
2. Sasmita Munandari, S Hut (Auditor Prasyarat) 
3. Ir. Indarjo  (Auditor Produksi) 
4. Bayu Satria Pramana, S Hut (Auditor Ekologi) 
5. M. Ngizudin, S Hut ( Auditor VLHH Kayu) 

 
Lembaga Penilai dan 
Verifikasi Independen 

: LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN 
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1. LAPORAN RINGKAS PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT  

 

1.1. DASAR  
 
a) Surat tugas tim audit No: 16/017/ST/PHL-RE/IFP/04.2025, Tanggal 10 April 2025 
b) Pengumuman rencana pelaksanaan audit pengelolaan hutan lestari untuk kegiatan 

resertifikasi PHL pada PBPH PT Industrial Forest Plantation di website SILK dan 
LPVI Trustindo Prima Karya, ditayangkan tanggal 6 Mei 2025 

c) Surat pengantar dari Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) No. 
S.111/PUPH/EKU/PHL.03.07/B/05/2025 Tanggal 08 Mei 2025 

d) Audit Plan Kegiatan Resertifikasi pada PT Industrial Forest Plantation, dibuat dan 
disampaikan ke auditi tanggal  8 Mei 2025 

 

1.2. PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT  
 

1. Koordinasi dengan 
instansi kehutanan di 
daerah sebelum 
penilaian lapangan 

: Dilakukan dengan instansi : 

a) BPHL Wilayah XII Palangkaraya, tanggal 19 Mei 
2025 di Kota Palangkaraya, 

b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 
tanggal 19 Mei 2025 di Kota Palangkaraya 

2. Rapat Konsultasi Publik : Tanggal 20 Mei 2025 

Di ruang meeting Hotel Fovere Palangkaraya 

3. Pelaksanaan audit 
lapangan 

: Lokasi areal PBPH PT Industrial Forest Plantation di 
Kab. Kapuas Prov. Kalteng 

Pertemuan pembukaan : Tanggal 20 Mei 2025 

Verifikasi dokumen dan 
observasi lapangan 

: Tanggal 20 – 25 Mei 2025, meliputi audit 
pemenuhan : 

1) Standar Penilaian Kinerja PHL, masing-masing 
untuk aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan 
Sosial; dan 

2) Standar VLHH Kayu pada pemegang PBPH. 

Pertemuan Penutupan : Tanggal 25 Mei 2025 

4. Koordinasi dengan 
instansi kehutanan di 
daerah setelah penilaian 
lapangan 

: Dilakukan dengan instansi : 

a) BPHL Wilayah XII Palangkaraya, tanggal 26 Mei 
2025  di Kota Palangkaraya. 

b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 
tanggal 26 Mei 2025 di Kota Palangkaraya 
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2. RESUME HASIL AUDIT  
2.1. HASIL PENILAIAN KINERJA PHL : 

 

1. ASPEK PRASYARAT 
Indikator 1.1 : 

Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.1.1 
 
 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata 
Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja 
TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB). 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Dokumen PBPH :  

 Terdapat dokumen SK.664/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 
tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 
Tanaman Industri Kepada PT Industrial Forest Plantation Atas Areal 
Hutan Produksi Seluas ± 101.840 Hektar di Kabupaten Kapuas, Provinsi 
Kalimantan Tengah; Dokumen SK merupakan salinan sesuai dengan 
aslinya yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Suparno, SH. NIP. 19500514 198303 1 001; dan terlampir Peta Areal 
Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
Industri Dalam Hutan Tanaman PT Industrial Forest Plantation Luas ± 
101.840 hektar dengan Skala 1:100.000.  Peta lampiran SK PBPH 
ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban dan dibubuhi 
dengan stempel basah Menteri Kehutanan Republik Indonesia 

 Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja PBPH PT Industrial Forest 
Plantation sesuai dengan SK. Menhut No. SK.678/Menhut-II/2014 
tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri 
dalam Hutan Tanaman PT Industrial Forest Plantation seluas 100.989,40 
Ha Hektar di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah; dan 
terlampir Peta Skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri 
Kehutanan Zulkifli Hasan pada tanggal 13 Agustus 2014. 

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.742/MENHLHK/ SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021 
tentang nomenklatur menjadi PBPH untuk kegiatan pemanfaatan hasil 
hutan kayu hutan tanaman. 

Dokumen Administrasi Tata Batas :  
 Dokumen terkait dengan penataan batas areal kerja PBPH PT Industrial 

Forest Plantation tidak ada perubahan karena pada tahun 2013 
penataan batas areal kerja PBPH PT Industrial Forest Plantation sudah 
mencapai 100 % (temu gelang), yaitu sepanjang 182.807,46 Meter; dan 
dokumen tata batas yang tersedia di Base Camp Lahei, yaitu dokumen 
Buku Laporan TBT Nomor 144/BPKH.XXI-3/2013 tahun 2013 berupa 
Laporan Penataan Batas Areal Kerja PBPH PT Industrial Forest 
Plantation dan Persekutuan dengan PBPH PT Anugerah Alam Barito di 
Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. 

 Pengukuhan areal kerja PT Industrial Forest Plantation sesuai dengan 
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 
SK.678/MENHUT-II/2014 tanggal 13 Agustus 2014. 
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Dokumen Legalitas Perusahaan :   
 Akte pendirian perusahaan Nomor 23 tanggal 20 Februari 2008 yang 

telah mendapatkan pengesahan berdasar Keputusan Menteri KUMHAM 
No. AHU-23586.AH.01.01. TAHUN 2008 tanggal 07 Mei 2008 dengan 
akta perubahan terakhir No. 65 tanggal 30 Mei 2023 dan telah 
mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0124310 tanggal 07 Juni 2023. 

 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120200961142 tanggal 14 
September 2018 (Perubahan ke – 4 tanggal 18 Maret 2022) yang 
diterbitkan oleh sistem OSS. 

 NPWP PT Industrial Forest Plantation No. 02.676.283.1-711.000 yang 
diterbitkan oleh KPP Madya Balikpapan dan terdaftar tanggal 13 Maret 
2008. 

2. Verifier 1.1.2  Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Penataan batas PT Industrial Forest Plantation telah temu gelang dan 
tersedia SK pengukuhannya. 
PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kegiatan pemeliharaan 
batas selama periode audit yang dibuktikan dengan BA pemeliharaan 
dilengkapi dokumentasi kegiatan.  
Hasil observasi lapangan menunjukkan pal batas dalam kondisi baik dan 
terpelihara.  

3. Verifier 1.1.3 : Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan 
KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan) 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Hasil verifikasi menunjukkan teridentifikasi pertambangan logam zircon 
atas nama PT Bumi Kencana Sentosa seluas 3.500 ha dengan izin yang 
diterbitkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah No. 
570/180/DESDM-IUPOP/XII/DPMPTSP-2020 tanggal 08 Desember 2020 
dengan masa berlaku sampai dengan lima tahun (29 Februari 2018 – 28 
Februari 2023). Dimana perusahaan tersebut telah habis masa berlaku 
izinnya.  
 
Selama periode audit, teridentifikasi kegiatan masyarakat/klaim 
masyarakat dan illegal logging oleh perusahaan PT Bumi Hijau Permai 
dengan uraian sebagai berikut :  

No. Kegiatan Masyarakat Luas 
(ha) 

Keterangan  

1. Illegal Mining  
Penambangan 
Puya/Zircon  

659,3 Di sepanjang Sungai 
Muroi Raya 
Kegiatan illegal mining 
telah diidentifikasi oleh PT 
Industrial Forest 
Plantation.  
Kegiatan Illegal Mining 
tersebut dilakukan oleh 
masyarakat.  

2. Illegal Logging Desa 
Humbang Raya (Kayu 
Cerucuk dan Log)  

176,2 Dilakukan oleh PT Bumi 
Hijau Permai dengan titik 
koordinat :  
Cerucuk : 144.1437805, 
1.759603 
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Log : 114.139515, -
1.734088 

3. Klaim Areal/Lahan 
Perorangan (Kebun 
Karet, Kebun Sawit, 
Pemukiman )  

675,2 Jumlah klaim awal 
3.526,1 ha dan telah 
diselesaikan dengan pola 
PHBM seluas 2.850,9 ha  

4. Perkebunan karet  5,1  Di area KPSL  
Total 1.515,8  

PT Industrial Forest Plantation menyusun laporan identifikasi konflik dan 
resolusi konflik namun dalam realisasinya :  
- Periode audit selama 6 tahun namun data yang ada hanya 3 tahun  
- Pelaporan seharusnya dilaporkan 6 bulan sekali, namun perusahaan 

melaporkan 1 tahun sekali ke Dinas dan BPHL.  
- Realisasi laporan penyelesaian konflik belum disampaikan ke instansi 

berwenang 
 

4. Verifier 1.1.4  Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 X 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Penguasaan Areal Kerja PT Industrial Foret Plantation :  

Luas PBPH (ha) 
Penggunaan Areal oleh 

Perusahaan dan 
Masyarakat (ha) 

Penguasaan Areal 
Kerja  

100.989,40 1.515,8 ha  = 100.989,40 – 
1.515,8 
= 99.473,6 ha  
= 99.4783,76 ha 
/100.989,40 ha x 
100 %  
= 98,50 %  

 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.1 

: ( 18/18 ) x100 % = 100 % (BAIK)   

 

Indikator 1.2 : 
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan 
perusahaan yang sesuai dengan PHL 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

:  PT Industrial Forest Plantation memiliki visi, misi dan tujuan perusahaan 
yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Surat Keputusan Direksi 
PT Industrial Forest Plantation No. SK/01/IFP/II/2021 tanggal 26 Februari 
2021. 

 PT Industrial Forest Plantation memiliki desa binaan yaitu Desa Bukit 
Batu, Desa Sei Gawing, Desa Humbang Raya, Desa Lahei Mangkutup, 
dan Desa Moroi Raya. PT Industrial Forest Plantation telah melakukan 
kegiatan visi dan misi perusahaan kepada karyawan, mitra 
Kerjasama/kontraktor, dan desa binaan selama periode audit yang 
dibuktikan dengan BA sosialisasi dan dokumentasi kegiatan sebagai 
berikut : 

Tujuan 
Sosialisasi 

Tahun 
2020 2021 2022 2023 2024 

Karyawan  √ √ √ √ √ 
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Mitra/Kontraktor √ √ √ √ √ 
Desa Bukit Batu  - - - - - 
Desa Sei 
Gawing  

√ - √ - - 

Desa Humbang 
Raya 

- √ - √ √ 

Desa Lahei 
Mangkutup 

- √ - - √ 

Desa Moroi 
Raya  

- √ √ √ - 

Keterangan :  
√  telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dilengkapi BA sosialisasi dan 
dokumentasi kegiatan 
­   tidak dilaksanakan/tidak tersedia BA sosialisasi 

Hasil verifikasi dan wawancara menunjukkan kegiatan sosialisasi belum 
dilaksanakan secara menyeluruh.  

2. Verifier 1.2.2  Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Implementasi visi misi dan tujuan perusahaan PT Industrial Forest 
Plantation mencapai 83,34 % (SEDANG) dimana perusahaan belum 
melaksanakan visi dan misi perusahaan secara menyeluruh. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.2 

: ( 6 / 9 ) x 100 % = 66,67 % (SEDANG)  

 

Indikator 1.3 : 

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan 
tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan 

pengelolaan hutan lestari. 

 

1
. 

Verifier 1.3.1 : Ketersediaanorganisasi pengelolaan hutan yang menjamin 
terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK /Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

:  PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Struktur Organisasi yang 
telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Perusahaan sesuai Surat 
Keputusan No. 12/DIR/IFP/V/2025 tanggal 01 Mei 2025. 

 Struktur Organisasi telah dilengkapi dengan Job Description dan 
menunjukkan kesesuaian sesuai tugas masing – masing divisi. 

 Struktur organisasi PT Industrial Forest Plantation telah sesuai dengan 
kerangka PHL 

2
. 

Verifier 1.3.2 
 
 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, 
tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan 
pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

:  PT Industrial Forest Plantation memiliki karyawan kehutanan (SMK, D3, 
dan S1 Kehutanan) yang tersebar di seluruh divisi dan telah terdaftar di 
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karyawan perusahaan dibuktikan dengan SK Karyawan masing – masing 
personil.  

 PT Industrial Forest Plantation memiliki GANIS PH KURPET (1 orang), 
CANHUT (3 orang), NENHUT (1 orang), BINHUT (3 orang) dan PKB (6 
orang) dengan rerata presentase 82,41 % .  

 Seluruh GANIS PH telah dilengkapi dengan dokumen SK Karyawan untuk 
masing – masing personil  

 Hasil wawancara, masih terdapat personil GANIS PH yang belum tersedia 
SK penugasan, SK penempatan dikarenakan personil menunggu hasil uji 
kompetensi dan dalam proses permohonan penugasan ke sistem.  

3
. 

Verifier 1.3.3 : Peningkatan kompetensi SDM 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Industrial Forest Plantation telah melakukan pelatihan/peningkatan 
kompetensi SDM :  

Tahun Rencana 
(Orang) 

Realisasi 
(Orang) 

Presentase (%)  

2020  76 76 100 
2021 45 50 111 
2022 93 104 112 
2023 73 83 114 
2024 150 138 92 

 
Rerata peningkatan kompetensi SDM PT Industrial Forest Plantation 
sebesar 105,8 %  

4
. 

Verifier 1.3.4 
 

: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang 
kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan 
tenaga lain) 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, seluruhnya 
merupakan tenaga tetap PBPH PT Industrial Forest Plantation dan telah :  
 Tercatat dalam pembayaran BPJS Ketenagakerjaan; dan 
 Terpelihara dokumen legalitas dan pemenuhan persyaratan 

kompetensinya, seperti sertifikat pelatihan, Kartu GANISPH, Persetujuan 
Penugasan, SK Penempatan GANISPH, dan Sertifikat Uji Kompetensi, 
dan SK Karyawan 

 Namun masih terdapat GANIS PH yang belum terbit SK penugasan, SK 
penempatan, dan hasil uji kompetensi dikarenakan masih dalam proses 
penerbitan dokumen tersebut. 
  

Nilai Kinerja 
Indikator 1.3 

: ( 18 / 21 ) x 100 % = 85,71 % ( BAIK )  

 

Indikator 1.4 : 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan 
Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian 

(Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi 
 

1. Verifier 1.4.1 : Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 
Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
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Ringkasan 
Justifikasi 

:  PT Industrial Forest Plantation telah memiliki perangkat sistem informasi 
manajemen dalam kondisi baik.  

 PT Industrial Forest Plantation telah menunjuk penanggung jawab SIM 
perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi No. 005/DIR/IFP/V/2025 
tanggal 01 Mei 2025 

2. Verifier 1.4.2  Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 
Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

:  PT Industrial Forest Plantation telah memiliki internal auditor SPI sesuai 
Surat Keputusan Direksi No. 01/DIR/IFP/V.2025 tanggal 01 Mei 2025.  

 Internal auditor SPI PT Industrial Forest Plantation telah melakukan 
internal audit selama periode audit dan telah berjalan efektif.  

3. Verifier 1.4.3 
 

: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil 
monitoring dan evaluasi. 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi 
belum dilaksanakan secara menyeluruh  

4. Verifier 1.4.4 : Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik 
kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Industrial Forest Plantation telah memiliki personal yang ditunjuk untuk 
mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah ditunjuk sebagai berikut :  

No. SIM KHLK Surat Keputusan 
Direktur 

Keterangan 

1 SIPASHUT  Tersedia Pelaporan belum 
tertib  

2 SIGANISHUT  Tersedia Pelaporan tertib 
3 SIPONGI  Tersedia Pelaporan tertib  
4 SIPUHH  Tersedia Pelaporan tertib  
5 SIMPEL  Tersedia Pelaporan tertib  
6 SIPNBP  Tersedia Pelaporan tertib 

 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.4 

: ( 17 / 21 ) x 100 % = 80,95 % ( BAIK )  

 

Indikator 1.5 : 

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

 
1. Verifier 1.5.1 

( Bobot : 2 ) 
: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan 

pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi 
kandungannya. 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

:  PT Industrial Forest Plantation telah membuat RKTPH tahun tahun 2020, 
2021, 2022, 2023, dan 2024 secara secara Self Approval dan telah 
mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Direktur Perusahaan.  
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 PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kegiatan sosialisasi 
RKTPH selama periode audit :  

Tujuan 
Sosialisasi 

Tahun 
2020 2021 2022 2023 2024 

Desa Bukit 
Batu  

- - - - - 

Desa Sei 
Gawing  

√ - √ - - 

Desa 
Humbang 
Raya 

- √ - √ √ 

Desa Lahei 
Mangkutup 

- √ - - √ 

Desa Moroi 
Raya  

- √ √ √ - 

Keterangan :  
√  telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dilengkapi BA sosialisasi dan 
dokumentasi kegiatan 
­   tidak dilaksanakan/tidak tersedia BA sosialisasi 
 Hasil wawancara menerangkan bahwa kegiatan sosialisasi belum 

dilaksanakan secara menyeluruh untuk seluruh aspek 
2. Verifier 1.5.2  Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT 

berjalan. 
Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Industrial Forest Plantation telah menetapkan kawasan lindung sesuai 
Surat Keputusan Direksi No. 016/DIR/IFP/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 
dengan uraian sebagai berikut :  

No. Kawasan Lindung Luas (ha) 
1 Sempadan Sungai  3.549,40  
2 Kawasan Perlindungan Satwa Liar  27.582,33 
3 Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah  27.494,54 

Total 58.666,27 
PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kegiatan sosialisasi 
kawasan lindung selama periode audit dengan uraian :  

Tujuan 
Sosialisasi 

Tahun 
2020 2021 2022 2023 2024 

Desa Bukit 
Batu  

- - - - - 

Desa Sei 
Gawing  

√ - √ - - 

Desa 
Humbang 
Raya 

- √ - √ √ 

Desa Lahei 
Mangkutup 

- √ - - √ 

Desa Moroi 
Raya  

- √ √ √ - 

Keterangan :  
√  telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dilengkapi BA sosialisasi dan 
dokumentasi kegiatan 
­   tidak dilaksanakan/tidak tersedia BA sosialisasi 
Hasil wawancara menerangkan bahwa kegiatan sosialisasi belum 
dilaksanakan secara menyeluruh untuk seluruh aspek 
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Nilai Kinerja 
Indikator 1.5 

: ( 6 / 9 ) x 100 % = 66,67 % ( SEDANG ) 

 

 

2. PRODUKSI 
 

Indikator 2.1 : 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

1. Verifier 2.1.1  
 

: Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui 
oleh pejabat yang berwenang. 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Dalam surat keputusan perubahan kedua RKUPH periode 2017-2026 
berisi penataan areal kerja 100.989,40 Ha, terdiri dari kawasan lindung 
58.666,27 Ha, dan areal produksi 41.959,47 Ha, serta APL 363,66 Ha. 
Nomor SK. Perubahan Kedua yaitu nomor 8151/ Tahun 2024 tanggal 4 
Juni 2024. Berdasarkan observasi lapangan areal PT IFP merupakan 
hutan tanaman sesuai dengan RKUPH periode 2017-2026. 

2. Verifier 2.1.2  
 

: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan 
rencana jangka panjang. 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT IFP telah merencanakan penataan areal kerja  tiap tahun pada 
RKUPH 2017-2026 dan implementasi penataan arealkerja pada 
dokumen RKTPH. Total tingkat kesesuaian penataan areal kerja tahun 
2022-2025  sebesar 98,99%. Namun pada tahun 2023,2024 dan 2025 
tingkat kesesuaiannya di bawah 50%. 

3. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas 
Sampling 5%). 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Tersedia laporan dan berita acara pemasangan pal, papan nama batas 
RKT dan Compartement. Berdasarkan sampel pengamatan di lapangan 
terbukti seluruh batas blok terlihat dengan jelas berupa plang Batas Blok 
RKT, compartement, batas alam jalan angkutan dan patok-patok 
identitas petak. Pengamatan koordinat geografis lokasi batas blok 
menunjukkan kesesuaian antara peta dan lapangan. Pemeliharaan batas 
blok RKT 2023, RKT 2024 dan 2025 oleh PT Industrial Forest Plantation 
telah dilakukan dengan baik. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.1 

: ( 10 / 12 ) x 100 % = 83,33 %  ( BAIK ) 
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Indikator 2.2 : 

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, 
dan/atau jasa lingkungan 

1. Verifier 2.2.1 
 

: Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ 
jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi. 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Industrial Forest Plantation telah mempunyai data potensi kayu dari 
hutan alam dan tanaman yaitu berupa laporan hasil cruising RKT 
2023,2024 dan 2025. Dilengkapi dengan peta penyebaran pohon. Telah 
melakukan identifikasi potensi hasil hutan bukan kayu dan membuat 
laporannya. Yaitu Laporan Pengelolaan Kegiatan Pemanfaatan Hasil 
Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tahun 2023. Jenis HHBK yaitu damar, gemur, 
getah karet, madu kelulut. Laporan realisasi kerja sama pemanfaatan 
HHBK masyarakat sekitar PT IFP dari tahun 2018 – 2023. Jenisnya yaitu 
damar, akar pasak bumi, gemur, daun rasau, getah karet. 

2. Verifier 2.2.2 
 

: Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan 
usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan. 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Industrial Forest Plantation pada tahun 2021-2024 telah melakukan 
pemanenan pada areal hutan alam (LOA/Belukar) dan tahun 2022 
memulai pada hutan tanaman. Pada tahun 2021-2024 di hutan alam 
(LOA) dan hutan tanaman, realisasi luas tebangan 11.588,11 Ha dari 
rencana 44.952,99 Ha, realisasi volume tebangan 530.507,89 m3 , dari 
rencana sebesar 1.362.331,93 m3 . Maka realisasi pemanfaatan hutannya 
masih dibawah daya dukung lestari hutannya. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.2 

: ( 9 / 9 ) x 100% = 100 % ( BAIK ) 

 

Indikator 2.3 : 

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan. 

 
1. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha 

pemanfaatan hutan. 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan telaah terhadap SOP Tahapan kegiatan Sistem Silvikultur , 
secara umum telah memuat prinsip-prinsip yang tercantum pada 
Lampiran X Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. P.8 
Tahun 2021. SOP sudah direvisi 1 (satu kali) antara lain ada yang direvisi 
pada tahun 2022, tahun 2023 dan ada yang direvisi pada tahun 2024. 
SOP tahapan sistem silvikultur PT Industrial Forest Plantation tersedia 
lengkap untuk seluruh tahapan. Tersedia SOP pemanfaatan hasil hutan 
bukan kayu. 

2. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha 
pemanfaatan hutan. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
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Ringkasan 
Justifikasi 

: PT IFP telah mengimplementasikan SOP  THPB. Dilakukan PAK, Risalah 
hutan, PWH,  pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, 
pemeliharaan, pemanenan,perlindungan dan pengaman hutan. Dilakukan 
identifikasi potensi hasil hutan bukan kayu dan disusun laporan dan peta 
lampirannya 

3. Verifier 2.3.3 
 

: Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya 
alam menjamin kelestarian hutan. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

 Realisasi fisik kegiatan penanaman pada RKT 2020 tercapai 57,56%, RKT 
2021 sebanyak 35,64 %, RKT 2022 48,18%, RKT 2023 21,26% dan RKT 
2024 tercapai 55,13%.  Rata-rata realisasi tercapai 40,84%. Dari realisasi 
penanaman dalam empat tahun RKT tersebut belum mencapai 50% dari 
rencana yang ditetapkan.  

Berdasarkan dokumen justifikai realisasi kinerja penanaman RKTPH 
2021-2024 PT IFP, berisi tentang penyebab rendahnya realisasi 
penanaman tahun 2023, yaitu : 

1. Karena adanya perubahan blok RKUPH yang disahkan akhir 
tahun 2022.  

2. Target RKT 2023 disesuaikan dengan blok yang disesuaikan 
21.906,1 Ha. 

3. Kendala isu deforestasi yang menyebabkan harus menghentikan 
penyiapan lahan di areal LOA.  

4. Pada bulan agustus tahun 2023 melakukan pemulihan areal 
terkonversi, tidak melanjutkan konversi lagi. ( tersedia dokumen 
komitmen pemulihan areal terkonversi atas nama Direktur PT 
IFP). 

5. Sehingga pada tahun 2023 penyiapan lahan di LOA dihentikan 
(18.462,3Ha) 

 
Nilai Kinerja 
Indikator 2.3 

: (13/15 ) x 100% = 86,67 %  ( BAIK ) 

 

Indikator 2.4 : 

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

 
1. Verifier 2.4.1 

 
: Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam 

usaha pemanfaatan hutan. 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Industrial Forest Plantation mempunyai SOP pemanfaatan / 
pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan 
hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Namun SOP 
belum mengacu lampiran 14 P.8/2021, tentang penerapan teknologi 
ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

2. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan 
hutan. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

 PT IFP telah berusaha melaksanakan tahapan teknologi ramah 
lingkungan dalam proses pemanenan (RIL). Pada tahap perencanaan 
pemanenan dilakukan PAK, risalah hutan, dan pengadaan peta kerja. 
Dalam tahap operasi pemanenan dilakukan PWH,pemanenan dan 
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pemebersihan lahan. Dalam tahap pasca pemanenan tersedia bibit 
tanaman di nursery, dilakukan perawatan jalan, dibuat drainase, dibuat 
peta microplaning,  penanaman dan pemeliharaan. Ada kegiatan R & D 
antara lain untuk penelitian dan evaluasi pertumbuhan tanaman setelah 
panen pertama dari lahan belukar (LOA) atau R1 (Round 1). Sehingga 
pada tanaman R2 (Round 2) ada perlakuan sesuai hasil penelitian. Namun 
SOP belum mengacu lampiran 14 P.8/2021. 

3. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

 Berdasarkan citra landsat tahun 2023, tingkat keterbukaan areal (non 
hutan) 23%. Berdasarkan analisis realisasi luas tanaman, tingkat 
keterbukaan areal sebesar antara 0,00% - 64,67 %. Maka rata-rata 
tertimbang tingkat keterbukaan areal PT IFP 20% - 30%. 

Nilai Kinerja 
Indikator 

2.4 

: ( 10 / 15 ) x 100% = 66,67%  ( SEDANG ) 

 

Indikator 2.5 : 

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai 
dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. 

 
1. Verifier 2.5.1 : Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan 

ketentuan. 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Industrial Forest Plantation telah melakukan Cruising dan disusun LHC 
pada tahun 2022 – 2025. Tersedia dokumen RKTPH tahun 2022 -2025, 
disahkan secara self approval. Tingkat kesesuaian rencana pemanenan 
dalam dokumen RKTPH dengan LHC adalah untuk luasan sebesar 
98,66%, dan untuk volume sebesar 94,97%. Maka dokumen RKTPH 
disusun berdasarkan LHC atau berdasarkan inventarisasi sesuai 
ketentuan. 

2. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Industrial Forest Plantation telah menyusun peta kerja, antara lain : 
Peta  sebaran tegakan pohon tinggal , Peta Microplaning, Peta kerja PQA, 
Peta kerja plantation, Peta PHI, Peta realisasi tanam/Tally sheet. Peta peta 
tersebut berskala antara 1 : 1.920 sampai dengan skala 1 : 5.000. 
Berdasarkan perbandingan antara peta kerja dengan peta RKTPH dapat 
diketahui bahwa seluruh atribut yang digambarkan di dalam peta kerja 
telah sesuai dengan peta RKTPH, termasuk keberadaan kawasan yang 
dilindungi. Maka peta kerja sesuai dengan  RKTPH. 

3. Verifier 2.5.3 : Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis 
kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

 PT Industrial Forest Plantation  telah menyusun peta peta kerja skala kecil 
berdasarkan peta RKTPH. Di lapangan dijumpai penandaan batas RKT, 
compartement, sempadan sungai, batas KPPN, lokasi persemaian, 
tanaman. Penandaan dengan pal,papan nama, cat dan batas alur. 
Penandaan tersebut sesuai dengan peta kerja. 
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4 Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana 
jangka pendek 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BURUK / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

 Tahun 2021-2024 PT Industrial Forest Plantation merencanakan 
tebangan seluas 44.952,99 Ha realisasinya 11.588,11 Ha, tingkat 
kesesuaian realisasi luas sebesar 25,78%. Rencana volume sebesar 
1.362.331,93 m3,realisasinya 530.507,89 m3, tingkat kesesuaian realisasi 
volumenya sebesar 38,94%. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.5 

: ( 14 / 18 ) x 100%  = 77,78%  ( SEDANG ) 

 

Indikator 2.6 : 

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan. 

 
1. Verifier 2.6.1 

 
 

: Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan 
penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman 
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 
oleh akuntan publik). 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BURUK / Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Kemampuan finansial PT Industrial Forest Plantation tahun 2020 
menunjukkan: Likuiditas 109,70%, Solvabilitas 87,32%,  Profitabilitas -
6,57%.  
Pada tahun 2021 kemampuan finansial PT Industrial Forest Plantation 
menunjukkan: Likuiditas 87,43%, Solvabilitas 130,43%,  Profitabilitas -
5,41%. 
Pada tahun 2022 kemampuan finansial PT Industrial Forest Plantation 
menunjukkan: Likuiditas 181,64%, Solvabilitas 115,26%,  Profitabilitas -
7,68%. 
Pada tahun 2023 kemampuan finansial PT Industrial Forest Plantation 
menunjukkan: Likuiditas 204,34%, Solvabilitas 112,18%,  Profitabilitas -
5,12%.  
Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kemampuan finansial PT 
Industrial Forest Plantation menunjukkan: Likuiditas 165,56%, Solvabilitas 
111,18%,  Profitabilitas -6,16%. 
Kondisi kemampuan finansial PT IFP pada tahun 2020 – 2023 adalah 
Likuiditas > 150%, Solvabilitas < 150% dan Profitabilitas negatif (-). 
Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan 
tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian. 

2. Verifier 2.6.2 : Realisasi Alokasi dana yang proporsional 
(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan 
keadaan force majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana 
yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %) 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BURUK / Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Realisasi dana pengusahaan hutan/pembangunan hutan, dikatakan 
proporsional apabila terdapat simpangan antara realisasi dengan rencana 
dana pada masing-masing kegiatan sebesar dibawah 20%. PT Industrial 
Forest Plantation tahun 2021 - 2024, telah merencanakan dana 
pembangunan hutan tanaman sebesar Rp. 409.096.755.000,- 
realisasinya Rp. 500.156.946.000,-. Secara umum realisasi dana 
pembangunan hutan tanaman sebesar 122,26%, apabila realisasi dana 
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melebihi 100% maka menurut norma dianggap realisasi 100% sehingga 
tidak ada simpangan (0,00%). Namun ada kegiatan yang realisasi 
dananya 40,05%, yaitu kegiatan pendidikan dan latihan,  sehingga terjadi 
simpangan realisasi terhadap rencana dana sebesar 59,95%, sehingga 
realisasi dana tidak proporsional. 

3. Verifier 2.6.3 
 
 

: Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman 
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 
oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah 
disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS). 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

 PT Industrial Forest Plantation telah merealisasikan alokasi dana 
pebangunan  hutan tanaman pada tahun 2021 - 2024 sebesar 122,26% 
dari rencana. Dengan demikian dari tahun 2021 -2024 perusahaan telah 
merealisasikan alokasi dana untuk pemanfaatan hutan rata-rata lebih dari 
80%. 

4 Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar. 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

 PT Industrial Forest Plantation telah merealisasikan alokasi dana 
pembangunan  hutan tanaman pada tahun 2021 - 2024 sebesar 122,26% 
dari rencana. Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan lebih 
dari 100% dari yang direncanakan, yaitu  terealisasi 113,80%,  gaji 
karyawan lancar, maka realisasi dana lancar sesuai dengan tata waktu. 

5. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan. 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

 Pada tahun 2021-2024 PT Industrial Forest Plantation telah 
merencanakan anggaran yang ditanamkan kembali kehutan yaitu 
anggaran untuk kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan. 
Rencananya   sebesar Rp. 136.654.504.000, realisasinya sebesar Rp. 
155.506.928.000,-. Maka realisasi modal yang ditanamkan kembali ke 
hutan sebesar 113,80%. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.6 

: ( 20 / 24 ) x 100 = 83.33%  ( BAIK ) 

 

3. EKOLOGI 
 

Indikator 3.1 : 

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi 
(ABKT) 

 
1
. 

Verifier 
3.1.1  
 

: Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen 
perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

Bobot ; 1 
NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasa
n 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Industrial Forest Plantation telah menetapkan kawasan yang 
dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai Surat Keputusan Direksi PT IFP 
Nomor : 016/DIR/IFP/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan 
Kawasan Lindung, meliputi : 
 



 
 

Halaman 16 dari 75 
 

F1-02.15 Rev.1 

No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar) 
1. Sempadan Sungai 3.589,40 
2. KPPN 27.494,54 
3. KPSL 27.582,33 
 Total 58.666,27 

 
b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai 

dengan Perubahan RKUPH Tahun 2024 Periode 2017 - 2026 yang telah 
disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK No. 
8151 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024. 

c) PT Industrial Forest Plantation memilliki data/ informasi hasil identifikasi Areal 
Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) di dalam areal PBPH PT Industrial Forest 
Plantation, dengan keberadaan dokumen yaitu : 
- Laporan Identifikasi Nialai Konservasi Tinggi PT Industrial Forest 

Plantation tahun 2014 seluas ±101.838,43 hektar, yang disusun oleh 
Tropenbos Internasional Indonesia Programme. Adapun luas NKT yaitu 
20.076,14 hektar (19,71%); 

- Laporan Monitoring Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) dan 
Konservasi Habitat Orangutan PT Industrial Forest Plantation tahun 2019 
seluas 100.989,40 hektar, yang disusun oleh PT Industrial Forest 
Plantation bekerjasama dengan Ecositrop. Adapun luas ABKT yaitu 
16.720,67 hektar (16,71%); 

- Laporan Monitoring Terpadu Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) 
dan Konservasi Orangutan PT Industrial Forest Plantation tahun 2023 
seluas 100.989,40 hektar, yang disusun oleh PT Industrial Forest 
Plantation bekerjasama dengan Ecositrop. Adapun luas KBKT yaitu 
22.455,35 hektar (22,24%); 

- Laporan Monitoring dan Evaluasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi PT 
Industrial Forest Plantation tahun 2024 seluas 100.989,40 hektar, yang 
disusun oleh PT Industrial Forest Plantation bekerjasama dengan 
Ecositrop. Adapun luas KBKT yaitu 52.297,64 hektar. 

2
. 

Verifier 
3.1.2  
 

 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) 
dan/atau deliniasi ABKT 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: BAIK  / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasa
n 
Justifikasi 

: a) Realisasi penandaan batas kawasan lindung yang telah dilaksanakan oleh 
PBPH PT Industrial Forest Plantation s.d April 2025 yaitu tercapai 312 km 
(74,82%) dari total rencana 417. 

b) PT Industrial Forest Plantation telah memiliki peta lokasi Kawasan Bernilai 
Konservasi Tinggi (KBKT) sesuai yang tercantum dalam Laporan Monitoring 
dan Evaluasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Tahun 2024 dan telah 
dilakukan penandaan berupa penamaan plang NKT di lapangan. 

3
. 

Verifier 
3.1.3  
 

: Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasa
n 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di 
Peta Perubahan RKUPH Tahun 2024 Periode Tahun 2017 – 2026 dengan Peta 
Citra Satelit Tahun 2023, kondisi penutupan kawasan lindung yang masih 
berhutan (Hutan lahan kering sekunder dan Hutan Tanaman) yaitu 43.470,64 ha 
(74,10%) dari total luas kawasan lindung 58.666,27 ha, dengan rincian 
sebagaimana tabel berikut. 
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No 
Jenis 

Kawasan 
Lindung 

Luas (ha) 

Penutupan Lahan (ha) 

Jumlah 
(ha) 

HLKS HT B S PM TT TA 

1 Sempadan 
Sungai 

3,589.40 708.22 42.12 1,622.44 152.47 1,063.05 1.10 - 3,589.40 

2 KPPN 27,494.54 19,369.03 36.67 3,345.50 2,848.39 1,852.93 42.02 - 27,494.54 

3 KPSL 27,582.33 23,267.15 47.46 1,864.62 819.04 1,434.11 149.96 - 27,582.33 

 Jumlah 58,666.27 43,344.40 126.24 6,832.57 3,819.89 4,350.09 193.09 - 58,666.27 

 Areal Berhutan 43,470.64 (74.10%)       

 Areal Non Hutan 15,195.63 (25.90%)  

 

4
. 

Verifier 
3.1.4  
 

: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain 
gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable) 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: NOT APPLICABLE (N/A) 

Ringkasa
n 
Justifikasi 
 

 Bedasarkan Surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 
Nomor.  :                            S-224/PHPL/PKEG/PKL-0/5/2022, Tentang Tindak 
Lanjut Verifikasi Hasil Inventarisasi Karakteristik Ekosistim Gambut pada Areal 
PT Industrialn Forest Plantation, tanggal 25 Mei 2022,  Areal Ekosistem Gambut  
yang sebelumnya seluas 10,764 ha setelah Verifikasi Lapangan areal tersebut 
termasuk jenis tanah Non Gambut (Fungsi Budidaya) seluas 10,336 ha dan 
Tanah Gambut  tetapi kedalaman/ketebalan Gambut < 3m (Funsi Budidaya) 
seluas 427 ha, Total seluas 10,764 ha tersebut masuk fungsi Budidaya 

Selanjutnya berdasarkan BA Hasil Rapat Tim Penilai Penentuan Titik Penataan 
TMA Tanah, Titik Pemasangan Alat Pengukur TMA Tanah Otomatis (Data 
Logger), Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan, untuk Pemulihan Ekosistem 
Gambut berdasarkan Peta Fungsi Ekositem Gambut Skala 1 : 50.000 Nomor : 
BA-11/PSKEG/PKEG/07/2023 tanggal 5 Juli 2023. Hasil tindak lanjut dari BA 
tersebut oleh tim PT Industrial Forest Plantation pada lokasi tersebut yaitu : 

a. Titik Penataan Tinggi Muka Air Manual sebanyak 3 titik, dengan hasil 
pengecekan lapangan yaitu jenis tanah pada 3 titik tersebut berupa tanah 
berpasir; 

b. Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis (Data 
Logger) sebanyak 1 titik, dengan hasil pengecekan lapangan yaitu jenis 
tanah pada 1 titik tersebut berupa tanah berpasir. 

Dengan demikian diverifikasi pada areal PBPH PT Industrial Forest Plantation 
tidak terdapat jenis tanah atau kawasan lindung berupa areal ekosistem gambut, 
sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan verifier ini tidak diterapkan (Not 
Applicable). 

5
. 

Verifier 
3.1.5  
 

: Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
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Ringkasa
n 
Justifikasi 

 a) Berdasarkan pemeriksaan lapangan di kawasan lindung dan wawancara 
dengan bagian Planning dan SSL diperoleh informasi adanya aktifitas yang 
tidak sesuai pada kawasan lindung dan terdapat upaya penyelesaiannya yaitu 
dirinci pada tabel berikut : 

No. Jenis Kawasan 
Lindung 

Aktifitas Luas (Ha) Upaya Penyelesaian 

1. KPSL 

Koordinat S 10 43’ 
28,36” dan E 1140 8’ 
41,373” 

Kebun Karet 
Kelompok Tani 
Dehes Rambat  

5,1 Telah dilakukan 
identifikasi areal yang 
terganggu dan telah 
dilakukan sosialisasi 

2. KPSL dan KPPN 

Koordinat S 10 23’ 
51,668” dan E 1140 2’ 
28,725” 

Illegal Logging 
dilakukan oleh PT 
Bumi Hijau Permai 

176,2 Telah dilaporan ke 
instansi terkait yaitu 
Gakkum LHK sesuai 
dengan yang 
diterangkan dalam 
kronologi 
permasalahan bukaan 
PT Bumi Hijau Prima 
di Areal konsesi PT 
IFP. 

3. Sempadan Sungai 
Moroi 

Koordinat S 10 23’ 
17,656” dan E 1140 3’ 
51,064” 

Illegal Mining 
(Puya/Zircon) 

659,3 Telah dilakukan 
identifikasi areal yang 
terganggu dan telah 
dilakukan sosialisasi 

 Total  840,6  

 

b) PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki upaya penyelesaian yang 
terdokumentasi yaitu PT Industrial Forest Plantation telah mengidentifikasi, 
memetakan dan melaporkan ke instansi terkait perihal adanya aktifitas/ 
gangguan dalam kawasan lindung tersebut, namun belum sampai pada tahap 
Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK). 
 

6
. 

Verifier 
3.1.6  
 

: Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL 
dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasa
n 
Justifikasi 

 a) Pada periode audit diverifikasi implementasi kegiatan pengelolaan kawasan 
lindung diantaranya : 
- Penandaan batas kawasan lindung telah tercapai 312 km (74,82%) dari 

total rencana 417 km dan telah dipetakan; 
- Pemeliharaan batas kawasan lindung belum dilakukan secara periodik 

setiap tahun dan belum dipetakan; 
- Penanaman rehabilitasi/ pengayaan di Kawasan lindung dengan tutupan 

non hutan (belukar, semak, pertambangan masyarakat dan tanah 
terbuka) sesuai Peta Citra Tahun 2023 belum direncanakan secara 
periodik. 

- Melakukan patroli pengamanan dan perlindungan di kawasan lindung 
dengan intensitas kegiatan setiap hari yang dilakukan oleh team security 
dan tertuang di dalam laporan bulanan patroli; 

- Membuat Laporan Monitoring Terpadu Kawasan Bernilai Konservasi 
Tinggi (KBKT) dan Konservasi Orangutan PT Industrial Forest Plantation 
tahun 2023; 
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- Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Kawasan Bernilai Konservasi 
Tinggi PT Industrial Forest Plantation tahun 2024. 

b) Selama periode 6 tahun terkahir (2020 s.d 2025) PT Industrial Forest 
Plantation telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang 
tertuang dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL dan 
RPL) dan telah dilaporkan via SIMPEL. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.1 

: (17 / 21) x 100 % = 80,95 %  ( BAIK ) 

 

Indikator 3.2 : 

Perlindungan dan pengamanan hutan 
 

1
. 

Verifier 
3.2.1  
 
 

: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, 
terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa 
izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain 
yang teridentifikasi. 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 3 

Ringkasa
n 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Industrial Forest Plantation telah menyusun dan menetapkan SOP 
Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan 
yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut : 

 

No Jenis Gangguan 
Hutan 

Prosedur 

1.  Perambahan 
Kawasan 

SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. No Dok : 021-
IFP-SSL-SOP, Tgl. Terbit : 1 Desember 2016, Revisi ke : 1, 
Tgl. Revisi : 27 Februari 2024. 
 

2.  Pemanenan atau 
penebangan tanpa 
izin 

3.  Perburuan flora dan 
fauna 

4.  Pertambangan 
zircon secara illegal 

5.  Pencegahan dan 
pemadaman 
kebakaran 

SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. No Dok : 
017-IFP-HSEFC-SOP, Tgl. Terbit : 1 Desember 2016, 
Revisi ke : 1, Tgl. Revisi : 3 Juni 2023. 

 

6.  Hama dan penyakit 
tanaman 

SOP Pengendalian Hama Terpadu. No Dok : 006-IFP-R&D-
SOP, Tgl. Terbit : 1 Desember 2016, Revisi ke : 1, Tgl. 
Revisi : 30 Mei 2023. 

 
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, prosedur yang dibuat 

belum mengacu kepada pedoman teknis baku. 
2
. 

Verifier 
3.2.2  
 

: Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
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Ringkasa
n 
Justifikasi 

: a) Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan 
hutan yang dimiliki oleh PT Industrial Forest Plantation, yaitu dirinci seperti 
tabel berikut: 

 

No. 
Jenis 

Gangguan 
Hutan 

Sarana Prasarana Jumlah Lokasi Ket 

1 Perambahan 
Kawasan 

Plang/ Baliho himbauan 
dilarang merambah 
hutan dan merusak hutan 

10 TRC 
Mangkutub 
(3 pcs), 
Anak S. 
Kenari, S. 
Asam, S. 
Empas, 
Km 33 

 

           

2 Pemanenan 
atau 
penebangan 
tanpa izin/ 
Illegal 
Logging 

Plang/ Baliho himbauan 
stop illegal logging & 
illegal mining 

7 

SS 
Umpah, 
KPSL, 
KPPN, SS 
Rasau, SS 
Upak, SS 
Empas 

 

           

3 Pencegahan 
dan 
pemadaman 
kebakaran 

Plang/ Baliho himbauan 
dilarang membakar lahan 
dan hutan 

6 

SS 
Umpah, 
KPSL, 
KPPN, SS 
Rasau, SS 
Upak 

 

Sarpras Dalkarhutla 3 

Estate 
Tepian 
Humbang, 
Nursery 
dan TRC 
Mangkutub  

Jumlah dan Jenis 
sarpras 
ketersediaanya 
diatas 50% sesuai 
yang 
dipersyaratkan 
PermenLHK No. 
P.32 tahun 2016 

Pos Dalkarhutla 1 
Estate 
Tepian 
Humbang 

 

Mobil Tanki Air 2 
Estate 
Tepian 
Humbang 

Kondisi Baik 

Plang FDR 4 

Estate 
Tepian 
Humbang, 
Nursery, 
TRC 
Mangkutub 
dan 
Logpond 
Desa 
Bantekong  

 

Manara Api 1 Comp I047 

Bangunan menara 
menggunakan baja 
besi dengan tinggi 
35 meter 

Water Point 8 Km 26 – 
Km 76 

 

    

4 Hama dan 
Penyakit 
Tanaman 

Herbisida 7 Estate 
Tepian 
Humbang 

Berdasarkan daftar 
list chemical & 
fertilizer store Insektisida 7 

Fungisida 2 

Pupuk 16 
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5 

  
Perburuan 
Flora dan 
Fauna 

Pos Security 5 

Km 0, Km 
12, Km 24, 
Km 78, 
Pos 
Humbang 

Setiap pos dijaga 
oleh tim personil 
security 

Plang/ Baliho himbauan 
dilarang berburu satwa 
dilindungi 

9 

SS 
Umpah, 
KPSL, 
KPPN, SS 
Rasau, SS 
Upak, Km 
42, Km 56, 
Km, SS 
Empas 

Plang tersebut 
telah dipasang 
dibeberapa titik 

Plang/ Baliho himbauan 
dilarang berburu, 
menembak, memikat, 
menjaring burung dan 
satwa liar 

3 SS. 
Umpah, 
SS Rasau, 
KPSL 

 

    

 
b) Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap 

sebagaimana yang terinci pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan 
sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi 
berfungsi dengan baik. 

3
. 

Verifier 
3.2.3  
 

: Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan 
pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasa
n 
Justifikasi 

: a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Industrial 
Forest Plantation saat ini, terdiri dari : 
 

No. Unit Kerja 
Perlindungan dan 

Pengamanan Hutan 

Kewajiban Jumlah 
Personil 
(terkini) 

Personel 
Certified 

1. Regu Pemadam 
Kebakaran 

6 regu (90 
personil) 

6 regu 
(90 

personil) 

30 

2. Security 17 17 16 
 
b) Jumlah personel dari setiap unit kerja yaitu security dinilai proporsional 

berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan 
fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya. 

c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang 
kegiatan perlindungan pengamanan hutan), ada sebagian yang belum 
memliki kualifikasi. 

d) Memiliki MoU atau kesepakatan MPA dengan 3 (tiga) dari 5 total desa binaan 
yaitu Desa Humbang Raya, Desa Sei Gawing dan Desa Lahei Mangkutup, 
serta saat ini dalam proses perpanjangan MoU tersebut. 

e) PT Industrial Forest Plantation sebagian telah memanfaatkan teknologi dalam 
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti melakukan pemantauan 
hotspot secara berkala setiap bulan dengan memanfaatkan data dari website 
SiPongi dan PT IFP telah memanfaatkan teknologi lainnya dalam 
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti penggunaan drone dalam 
kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan telah dilakukan 1 bulan sekali. 
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4
. 

Verifier 
3.2.4  
 

: Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif) 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasa
n 
Justifikasi 

 a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan 
pengamanan hutan yang terkait dengan : 
a) tindakan preemtif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di 

lapangan berupa 1) Pada tahun 2020 telah dilakukan sosialisasi secara 
langsung kepada masyarakat Desa Gawing terkait perlindungan dan 
pengamanan hutan tertuang dalam Berita Sosialisasi terpadu tertanggal 
27 Juni 2020; 2) Pada tahun 2021 telah dilakukan sosialisasi secara 
langsung kepada masyarakat Desa Lahei Mangkutup, Desa Moroi Raya, 
Desa Humbang Raya terkait perlindungan dan pengamanan hutan 
tertuang dalam Berita Sosialisasi terpadu yaitu bulan Mei dan Juni 2021; 
3) Pada tahun 2022 telah dilakukan sosialisasi secara langsung kepada 
masyarakat Desa Gawing, Desa Moroi Raya terkait perlindungan dan 
pengamanan hutan tertuang dalam Berita Sosialisasi terpadu yaitu bulan 
Januari dan Mei 2022; 4) Pada tahun 2023 telah dilakukan sosialisasi 
secara langsung kepada masyarakat Desa Humbang Raya, Desa Moroi 
Raya terkait perlindungan dan pengamanan hutan tertuang dalam Berita 
Sosialisasi terpadu yaitu bulan Mei 2023; 5) Pada tahun 2024 telah 
dilakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat Desa 
Humbang Raya, Desa Lahei Mangkutup terkait perlindungan dan 
pengamanan hutan tertuang dalam Berita Sosialisasi terpadu yaitu 
Desember 2023; 6) Pada tahun 2025 telah dilakukan sosialisasi secara 
langsung kepada masyarakat Desa Sei Gita, Desa Bukti Batu, Desa Sei 
Gawing terkait perlindungan dan pengamanan hutan tertuang dalam 
Berita Sosialisasi terpadu yaitu Februari dan April 2025.. 

b) tindakan preventif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di 
lapangan berupa 1) Penempatan pos security dilengkapi dengan tim 
security yang berjaga di 5 lokasi yaitu Km 0, Km 12, Km 24, Km 78, Pos 
Humbang; 2) Penyediaan anggota satpam/security sebanyak 17 personil 
(Kewajiban 17 personil), 16 personil security yang telah memiliki 
kualifikasi/ sertifikat pelatihan, sedangkan 1 personil lainnya tidak 
memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan; 3) Penyediaan 6 regu inti 
dalkarhutla dengan total personil 90 orang (kewajiban jumlah personil 
dalam regu inti sesuai PermenLHK Nomor: 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 yaitu 6 regu inti berjumlah 90 
personil), namun baru 30 personil regu inti yang memiliki kualifikasi/ 
sertifikat pelatihan manggala agni; 4) Patroli dilakukan oleh Team security 
setiap hari di lokasi Kawasan Lindung dan Areal operasional; 5) 
Monitoring hotspot dengan satelit SiPongi periode Tahun 2020 s.d April 
2025 tertuang dalam laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan 
lahan; 6) Penyediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan (jenis dan 
jumlah sarpras mekanis jumlahnya cukup untuk 6 regu), sedangkan 
peralatan personil masih kurang hanya untuk 3 regu sesuai dengan 
PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016); 7) memiliki 
Peta Rawan Kebakaran Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk 
mempermudah identifikasi areal rawan kebakaran; 8) memiliki Plang FDR 
yaitu di 4 titik/ lokasi di Estate Tepian Humbang, Nursery, TRC Mangkutub 
dan Logpond Desa Bantekong, dan pelaporannya telah sesuai ketentuan; 
9) memiliki water point sebagai sumber air saat terjadi kebakaran yaitu di 
8 titik/ lokasi di Km 26 – Km 76; 10) memasang plang-plang himbauan 1) 
dilarang merambah hutan dan merusak hutan; 2) stop illegal logging & 
illegal mining; 3) dilarang membakar lahan dan hutan; 4) dilarang berburu 
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satwa dilindungi; 5) dilarang berburu, menembak, memikat, menjaring 
burung dan satwa liar; 11) memiliki MoU atau kesepakatan MPA dengan 
3 (tiga) Desa binaan yaitu Desa Humbang raya, Desa Lahei Mangkutub 
dan Desa Sei Gawing sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Antara 
PT Industrial Forest Plantation dengan MPA. 

c) tindakan represif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di 
lapangan berupa pelaporan terkait adanya illegal logging ke instansi 
terkait yaitu Gakkum LHK. 

b) Hanya sebagain dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir a) yang tercatat 
atau terdokumentasi. 

c) PBPH PT Industrial Forest Plantation melaporkan hasil kegiatan perlindungan 
dan pengamanan hutan secara bulanan sesuai kejadian melalui SIPONGI 

 
Nilai Kinerja 
Indikator 3.2 

: (10 / 15 ) x 100 % = 66,67 %  (SEDANG) 

 

Indikator 3.3 : 

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan 
hutan 

 
1
. 

Verifier 
3.3.1  
 

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 
komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 3 

Ringkasa
n 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Industrial Forest Plantation telah memilki SOP pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia serta 
pengelolaan limbah B3 dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi 
: 
 

No 

Jenis Pengelolaan dan/ 
atau Pemantauan Fisik 

Kimia serta Pengelolaan 
Limbah B3 

Prosedur 

A. Komponen Fisik Kimia 

1. Kualitas Udara SOP Pedoman Pemantauan Dust Fall. No Dok : 
015-IFP-HSEFC-SOP, Tgl. Terbit : 1 Desember 
2016, Revisi ke : 1, Tgl. Revisi : 1 Juni 2023. 

2. Perubahan Sifat Tanah 
(Kesuburan tanah) 
 
 

SOP Pedoman Pemantauan Kepadatan, Ketebalan 
Lapisan Top Soil & Kesuburan Tanah. No Dok : 014-
IFP-HSEFC-SOP, Tgl. Terbit : 1 Desember 2016, 
Revisi ke : 1, Tgl. Revisi : 1 Juni 2023. 

 
3. Peningkatan Erosi Tanah SOP Pemantauan Erosi Tanah. No Dok : 004-IFP-

HSEFC-SOP, Tgl. Terbit : 1 Desember 2016, Revisi 
ke : 1, Tgl. Revisi : 2 Juni 2023. 

 

4. Hidrologi (Debit Air) SOP Pedoman Pemantauan Karakteristik Air 
Sungai. No Dok : 018-IFP-HSEFC-SOP, Tgl. Terbit 
: 1 Desember 2016, Revisi ke : 1, Tgl. Revisi : 1 Juni 
2023. 
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5. Kualitas Air SOP Pedoman Pengambilan Sampel Air. No Dok : 
005-IFP-HSEFC-SOP, Tgl. Terbit : 1 Desember 
2016, Revisi ke : 1, Tgl. Revisi : 2 Juni 2023. 

 
B. Pengelolaan Limbah B3 

1. Pengelolaan limbah B3 SOP Pedoman Penyimpanan Limbah B3. No Dok : 
009-IFP-HSEFC-SOP, Tgl. Terbit : 1 Desember 
2016, Revisi ke : 1, Tgl. Revisi : 2 Juni 2023. 

2. Pengelolaan limbah 
domestik 

SOP Pedoman Pengelolaan Limbah Domestik dan 
Limbah Non B3. No Dok : 008-IFP-HSEFC-SOP, 
Tgl. Terbit : 1 Desember 2016, Revisi ke : 1, Tgl. 
Revisi : 2 Juni 2023. 

 

 
b) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ; 

d) telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam 
AMDAL PBPH PT Industrial Forest Plantation. 

e) Sebagian prosedur belum mencantumkan acuan sesuai regulasi yang 
berlaku. 

2
. 

Verifier 
3.3.2  
 
 

: Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 
yang didukung dengan SDM yang memadai 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasa
n 
Justifikasi 

: a) Keberadaan sarana prasarana dan alat untuk penanganan dampat fisik dan 
kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki PBPH PT Industrial Forest 
Plantation saat ini (audit Resertifikasi) meliputi : 

 

No Uraian 

Sarana Prasarana 
Pengelolaan dan 

Pemantauan Jumlah Lokasi Keterangan 

 Komponen Fisik 
dan Kimia 

    

1. Kualitas Udara Udara Ambien 3 - Depan Kantor 
- Nursery 
- Pemukiman 

Penduduk 
Desa 
Humbang 

Bekerjasama dengan Laboratorium 
Lingkungan PT Global Environment 
Laboratory dan telah terakreditasi 
KAN 

Emisi Genset 2 - Genset 01 
- Genset 02 

Bekerjasama dengan Laboratorium 
Lingkungan PT Global Environment 
Laboratory dan telah terakreditasi 
KAN 

Debu 3 - Depan Kantor 
- Nursery 
- Pemukiman 

Penduduk 
Desa 
Humbang 

Bekerjasama dengan Laboratorium 
Lingkungan PT Global Environment 
Laboratory dan telah terakreditasi 
KAN 

Pengukuran curah 
hujan 
(ombrometer) 

2 - Estate Tepian 
Humbang Km 
24 

- Nursery 

 

Suhu dan 
Kelembaban Udara 
(Thermohygro) 

2 - Estate Tepian 
Humbang Km 
24 

- Nursery 

 

2. Perubahan Sifat 
Tanah (Kesuburan 
tanah) 

Uji Kualitas Tanah 

8 

- Comp N016 

- Comp Q113 

- Comp F206 

- Comp K054 

Bekerjasama dengan Laboratorium 
Lingkungan PT Global Environment 
Laboratory dan telah terakreditasi 
KAN 
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- Comp E770 

- Comp D059 

- Comp C139 

- Comp A793 
3. Peningkatan Erosi 

Tanah 
Stik Ukur/ Metode 
Universal Soil Loss 
Equation (USLE) 

- -  Sesuai SOP tercantum 
pemantauan dengan metode 
tongkat/ stik, metode USLE dan 
metode bak. 

PT IFP belum melakukan 
pemantauan erosi. 

4. Hidrologi (Debit 
Air) 

Pemantauan Debit 
Air 2 

- S. Umpah 
- S. Rasau 

Menggunakan Bola pimpong 

Pemantauan Tinggi 
Muka Air Sungai 
(TMAS) 5 

- S. Umpah 
- S. Rasau 
- S. Upak 
- S. Empas 
- S. Rambat 

Menggunakan Stik Ukur 

5. Kualitas Air Uji Kualitas Air 

6 

- S. Gawing 
- S. Muroi 
- S. Asam 
- S. Penganen 
- S. Mangkutub 
- S. Hantitik 

Bekerjasama dengan Laboratorium 
Lingkungan PT Global Environment 
Laboratory dan telah terakreditasi 
KAN 

 Pengelolaan 
Limbah B3 

 
 

  

1. TPS Limbah B3 Bangunan TPS 
Limbah B3 

1 

Estate Tepian 
Humbang Km 24 

Bangunan TPS Limbah B3 

f) Sudah dilengkapi dengan 
symbol & sekat dalam TPS 
untuk penempatan sesuai jenis 
LB3. 

g) Tersedia kotak P3K. 
h) Eyewash tersedia di luar. 
i) Tempat cuci tangan berada di 

luar TPS, dan dilengkapi 
wadah/saluran penampung air 
yang digunakan. 

 

 

- TPS Limbah B3 belum 
memiliki izin (masih dalam 
proses addendum ANDAL); 

- MoU dengan pihak ke-2 
(pengelolaan dan 
pemanfaatan Limbah B3) 
dengan PT Balikpapan 
Environmental Services dan 
MoU dengan pihak ke-3 
(transporter/ pengangkutan 
Limbah B3) dengan PT 
Semesta Langgeng Sentosa 
sesuai Kesepakatan Bersama 
Pengelolaan Limbah B3 dan 
Transportasi Pengangkutan 
Limbah B3 No : 
BES/722/MKT-TSPIII/2024; 
No. : 
193/MOU/A3.2/SLS/III/2024; 
No. : 081/IFP-
Leg/HSE.LB3/III/2024 tanggal 
1 Maret 2024 dan berlaku s.d 
1 Maret 2025. Saat ini dalam 
proses perpanjangan waktu 
kerjasama berdasarkan Surat 
Direktur Nomor :017/IFP-SLS-
BEST/IV/2025 tanggal 26 April 
2025. 

Rumah Genset 

1 

Estate Tepian 
Humbang Km 24 

Bangunan sudah kedap air (cor 
semen) dan sudah dilengkapi 
penampung ceceran oli dan solar. 

Tempat Pengisian 
BBM 1 

Estate Tepian 
Humbang Km 24 

Bangunan sudah kedap air (cor 
semen) dan sudah dilengkapi oil 
trap. 

2. TPS Sampah 
Organik dan An 
Organik 

Pemisahan sampah 
organik dan 
anorganik 

44  Kantor Office 
& Klinik (4 
set) 

 Kantor HSE 
& RnD (4 set) 

 Kantor SSL 
& TUK (4 
set) 

 Mess 
Karyawan 
(20 set) 

 Kantin (4 set) 

Berupa Bak/ Tong sampah yang 
terpisah Organik dan An Organik, 
selain itu juga ada tong sampah 
untuk sampah kertas dan sampah 
kaleng 
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 Mess 
Keluarga (8 
set) 

3. TPA Sampah 
Organik dan An 
Organik 

Pemisahan sampah 
organik dan 
anorganik 

1 Estate Tepian 
Humbang Km 24 

Dibuat berupa 2 lubang besar dan 
dipisahkan antara sampah organik 
dan Anorganik serta telah 
dilengkapi papan nama sebagai 
identitas masing-masing lubang.   

 
 
 
b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat tersebut, dinilai : 

j) Sebagian lengkap sesuai yang diprasyaratkan; 
k) Didukung oleh personel PBPH yang terlatih (memilki sertifikat pelatihan) 

yaitu GANISPH Binhut sebanyak 3 personil yaitu Herusli dengan No. 
Register : 03230005200, Muhammad Yamani dengan No. Register : 
03210016205 dan Fendi Setiawan dengan No. Register : 03210016220; 

l) PT Industrial Forest Plantation memiliki SDM yang berkompeten/ 
berkualifikasi untuk pengelolaan limbah B3 diantaranya yaitu : 
 Pengoperasian Instalasi Pengelolaan Limbah B3 (PIPLB3) atas nama 

Nadya Kusuma Wardhani dengan No. Register : KIM 1462 01945 
2022 dan Sertifikat Kompetensi Nomor : 38220 3257 3 0004460 
2022 yang terbit tanggal 15 November 2022, berlaku selama 3 tahun 
yaitu s.d 14 November 2025; 

 Penanggung Jawab Operasional Pengelolaan Air Limbah (POPAL) 
atas nama Daniel Juan F. Sinubu dengan Sertifikat Nomor : 
MI.P.37/X.1024.002-C, diterbitkan oleh Mutu Institute; 

 Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian 
Pencemaran Udara (POIPPU) atas nama Buyung Abdul Hamdi 
sesuai SK Ketua Lembaga Profesi Lingkungan Kehutanan Nomor : 
3002/LIK/ADM/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024. 

3
. 

Verifier 
3.3.3 
 
 

: Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik 
dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen 
lingkungan 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasa
n 
Justifikasi 

: Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik 
dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian besar sudah dilakukan 
oleh PT Industrial Forest Plantation, namun demikian tidak mengurangi dampak 
lingkungan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.3 

: ( 8 / 12 ) x 100% = 66,67%  (SEDANG) 

 

Indikator 3.4 : 

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), 
terancam punah (threatened) dan endemik 

 
1. Verifier 3.4.1 

 
: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki prosedur untuk 
pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai 
dokumen SOP Identifikasi Flora dan Fauna. No Dok : 019-IFP-HSE FC-
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SOP, Tgl. Terbit : 1 Desember 2016, Revisi ke : 1, Tgl. Revisi : 2 Juni 2023. 
SOP yang dibuat belum mengacu sesuai regulasi terkini. 

2. Verifier 3.4.2 
 
 

 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di 
dalam areal PBPH baru sebagian dilakukan sesuai dengan prosedur. 

3. Verifier 3.4.3 
 
 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi oleh 
PT Industrial Forest Plantation sebagian sesuai prosedur, termasuk status 
perlindungannya telah sesuai dengan hasil identifikasi, namun sebagian 
belum didukung dengan rekaman yang memadai. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.4 

: ( 10 / 15 ) x 100% = 66,67%  ( SEDANG ) 
 

 

Indikator 3.5 : 

Pengelolaan flora dan fauna untuk : 
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 

rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan 

terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 
1. Verifier 3.5.1 

 
: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna 

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki prosedur untuk 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 
sesuai dokumen SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi. No Dok : 
026-IFP-HSEFC-SOP, Tgl. Terbit : 1 Desember 2016, Revisi ke : 1, Tgl. 
Revisi : 1 Juni 2023. SOP yang dibuat belum mengacu sesuai regulasi 
terkini. 

2. Verifier 3.5.2 
 

: Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Industrial Forest Plantation melaksanakan kegiatan 
pengelolan flora dan fauna, namun ada sebagian yang belum sesuai 
ketentuan SOP yang dibuatnya. 

b) Tersedia dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan 
pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Industrial Forest 
Plantation, dan dilengkapi peta kerjanya. 

c) Pengelolaan fauna belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan, 
yaitu : 
- Belum ada pembentukan tim monitoring satwa liar/mitigasi konflik 

satwa dan manusia 
- Belum diadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM 

terkait perlindungan satwa liar. 
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3. Verifier 3.5.3 
 
 

: Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT 
Industrial Forest Plantation dapat diketahui dengan ketersediaan 
alokasi areal sebagai habitat, lintasan, gangguan dari pihak luar seperti 
perburuan satwa, illegal logging, perambahan kawasan hutan, 
penambangan emas secara illegal dll. 

b) Dalam menjaga kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH, PT 
Industrial Forest Plantation telah memiliki upaya dalam hal beberapa 
hal, yaitu sebagai berikut : 
- Melakukan penandaan batas Kawasan Lindung sesuai dengan 

Blok RKT berjalan; 
- Mengalokasikan kawasan lindung seluas 58.666,27 hektar, terdiri 

dari 1) Sempadan Sungai luas 3.589,40 hektar; 2) KPPN luas 
27.494,54 hektar dan 3) KPSL luas 27.582,33 hektar.sebagai 
tempat flora dan fauna/ satwa dilindungi; 

- Pemasangan papan-papan himbauan 1) dilarang merambah hutan 
dan merusak hutan; 2) stop illegal logging & illegal mining; 3) 
dilarang membakar lahan dan hutan; 4) dilarang berburu satwa 
dilindungi; 5) dilarang berburu, menembak, memikat, menjaring 
burung dan satwa liar. 

c) Berdasarkan verifier 3.1.5 terdapat adanya aktifitas yang tidak sesuai 
pada kawasan lindung yaitu terdapat kegiatan kebun karet di KPSL, 
illegal logging yang dilakukan oleh PT Bumi Hijau Prima di KPSL dan 
KPPN, illegal mining (puya/zircon) di sempadan sungai moroi. 

d) Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna 
yang dilindungi di dalam areal PBPH PT Industrial Forest Plantation, 
dikarenakan masih adanya kegiatan perambahan, illegal logging dan 
illegal miining di areal PBPH PT Industrial Forest Plantation. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.5 

: ( 10 / 15 ) x 100% = 66,67%  ( SEDANG ) 
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Lampiran 4 : 

Uraian Ringkas Hasil Penilaian Kinerja PHL Pada Kriteria : SOSIAL  
1) Indikator 4.1 : 

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah 
masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam 

areal PBPH Hutan Produksi. 

1. Verifier 4.1.1 
( Bobot : 1) 

: Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal 
kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.  

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT  Industrial Forest Plantation memiliki prosedur terkait identifikasi 
keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara 
partisipatif tertuang dalam : 

1. SOP SSL Pengakuan hak Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat dan 
Masyarakat Setempat Nomor dokumen : 003-IFP-SSL-SOP Rev.1 
tanggal 01 Juni 2023 

2. SOP SSL Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Nomor dokumen : 
005-IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 

3. SOP SSL Prosedur Pemetaan Stake Holder dan Stake Holder 
Engagement Nomor dokumen : 013-IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 
Juni 2023 

4. SOP SSL Free Prior Informed to Consent (FPIC) Nomor dokumen : 
017-IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 

5. SOP SSL Batas Partisipatif Nomor dokumen : 019-IFP-SSL-SOP 
Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 

6. SOP SSL Studi Dampak Sosial (SDS) Nomor dokumen : 020-IFP-
SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 

Hasil telaahan terhadap dokumen prosedur yang tersedia  telah  mengacu 
pada peraturan yang terbaru seperti peraturan PermenLHK Nomor : P.8 /2021 
dan peraturan lainnya. 

PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki SOP identifikasi keberadaan 
dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat,  
dan telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

2. Verifier 4.1.2 
( Bobot : 1) 

 Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada periode Resertifikasi (tahun 2025), PT Industrial Forest Plantation 
memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam 
: 
1. Peta Lokasi Situs PT Industrial Forest Plantation skala 1 : 150.000, pada 

peta tersebut terdapat informasi lokasi Makam/kuburan dan Rumah 
Keramat di areal PT Industrial Forest Plantation 

2. Peta Batas Partisipatif Desa dengan skala 1:350.000. Dokumen ini 
menjelaskan batas dan luas areal masing-masing desa sekitar di areal 
kerja PT Industrial Forest Plantation. 
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3. Peta Sebaran Desa sekitar PT Industrial Forest Plantation skala 1 : 
300.000 (dalam dokumen SIA), terdapat informasi desa-desa yang ada 
sekitar areal PT IFP 

4. Studi Pemetaan Sosial /Sosial Mapping (2018) pada Wilayah Hutan 
Tanaman Industri PT Industrial Forest Plantation, Kalimantan Tengah, 
terkait informasi sosial ekonomi dan budaya desa sekitar areal pt IFP 

5. Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/lokal PT IFP Tahun 2023, dalam 
dokumen terdapat situs dari masyarakat sekitar berupa Kuburan dan 
Rumah Keramat dari desa sekitar (Desa Sei Gawing, Desa Moroi 
Raya/Dusun Keramat, Desa Humbang Raya/Dusun Bereng Basuran) 

6. Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat di IFP Tahun 2024, 
teridentifikasi 1 (satu) situs rumah keramat dari Desa Gawing yang 
berada di compartemen E 002 

7. Laporan Pengelolaan HHBK yang digunakan masyarakat di areal PT IFP 
Tahun 2023, dalam dokumen tersebut terdapat informasi HHBK yang 
masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar antara lain: Damar, Getah 
Karet, Gemur dan Madu Kelulut (dilengkapi dengan lokasinya) 

8. Perubahan kedua RKUPH PBPH periode Tahun 2017 - 2026 atas nama 
PT Industrial Forest Plantation di Prov. Kalteng sesuai Kepmen LHK 
Nomor : 8151 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar Mantan Kades Humbang 
Raya  (Bpk.  Idarwin), Aparat Desa Lahae Mangkutup (Bpk. Andon), Tokoh 
Masyarakat Sei Gawing (Bpk. Punding) dan Ketua RT 05 Desa Bukit 
Besi.(Bpk. MT Erisman) serta hasil Konsultasi Publik tanggal 20 Mei 2025, 
diperoleh informasi bahwa kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat 
sekitar di areal PT Industrial Forest Plantation antara lain : 
berladang/berkebun Kelapa Sawit, Kebun Karet dan Buah-buahan, dan PT 
Industrial Forest Plantation telah memiliki laporan/dokumen terkait 
pemanfaatan lahan berupa ladang dan bekas ladang masyarakat di arealnya. 
PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki rekaman yang berisi data dan 
informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dengan 
prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang 
berlaku. 
 
Hasil observasi lapangan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat di areal PT Industrial 
Forest Plantation  meliputi : 
a) Kebun Karet dan kebun Sawit milik H. Ikhsan ( warga Humbang Raya) 

dengan koordinat S = 1⁰ 48’ 52,79” dan E = 114⁰ 9’ 34,13”, seluas 46,4 
Ha 

b) Kebun Karet milik Sumarno (warga Sei Gawing) dengan koordinat S = 1⁰ 
46’ 8,64” dan E = 114⁰ 14’ 30,49” 

c) Klaim lahan kebun Sawit (milik warga Humbang Raya) dengan koordinat 
= 1⁰ 52’ 35,15 “ S dan 114⁰ 10’ 0,34” E 

d) Lokasi PHBM (Rotasi ke 2) milik KT Jaya Mangkutub dengan koordinat S 
= 1⁰ 46’ 8,64” dan E = 114⁰ 14’ 30,49” 

PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki rekaman hasil pelaksanaan 
identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat, dan  telah sesuai target dengan prosedur yang 
mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku. 
 

3. Verifier 4.1.3 
( Bobot : 2 ) 

 Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal 
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat sesuai prosedur 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
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Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Industrial Forest Plantation telah melakukan deliniasi dan 
implementasi penandaaan batas secara partisipatif pada sebagian di areal 
PBPH PT IFP yang dikuasai masyarakat adalah tertuang dalam dokumen : 

1. Sesuai Peta Batas Partisipatif Desa dengan skala 1:350.000. Areal PT 
Industrial Forest Plantation masuk wilayah administrasi 5 desa 
meliputi Desa Sei Gawing, Desa Humbang Raya, Desa Lahei 
Mangkutup, Desa Muroi Raya dan Desa Sei Gita.  
Hasil deliniasi pada peta luas masing-masing desa sebagai berikut : 

a) Desa Sei Gawing =12.254 Ha, (sdh penataan batas secara 
partisipatif Tahun 2019 & 2020) 

b) Desa Humbang Raya = 31.802 Ha, (sdh penataan batas secara 
partisipatif Tahun 2019 & 2020) 

c) Desa Lahei 3.649 Ha, (sdh penataan batas secara partisiapatif 
Tahun 2019) 

d) Desa Muroi Raya 52.369 Ha, (sdh penataan batas secara 
partisiapatif) 

e) Desa sei Gita 968 Ha (untuk Desa Sei Gita belum dilakukan 
penataan batas secara partisipatif) 

2. Berita Acara Pemasangan Patok Batas Desa no : 003/BA/PLN-IFP/IV, 
Pemasangan batas desa dilakukan pada hari selasa tanggal 19 Mei 
tahun 2019, oleh tim survey, dihadiri oleh wakil dari Desa Lahei, Desa 
Humbang Raya, Desa Sei Gawing, dilengkapi dengan Peta 
Pemasangan Batas Desa. 

3. Peta Batas Partisipatif Desa dengan skala 1:350.000. Sedangkan 
untuk tahun 2020 terdapat Berita Acara Pemasangan Patok Batas 
Desa No 005/BA/PLN-IFP/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 untuk 
pemasangan patok Batas Desa Humbang dan Desa Gawing yang 
dihadiri oleh kepala Desa Humbang Raya dan Desa Sei Gawing 

4. Klaim ladang masyarakat yang sudah bekerjasama PHBM dengan PT 
IFP, sudah dilakukan penataan batasnya dan dituangkan dalam berita 
acara. 

5. Batas dengan Desa Sei Gita belum dilakukan batas partisipatif 
(masyarakat belum setuju) 

Hasil Observasi lapangan : 

a) Batas partisipatif antara Desa Gawing dan Desa Humbang Raya di areal 
PT Industrial Forest Plantation dengan  koordinat  S = 1⁰ 48’ 53,56 “  dan  
E = 114⁰ 12’ 24,95” . 

b) Lokasi PHBM (Rotasi ke 2) milik KT Jaya Mangkutub dengan koordinat 
S = 1⁰ 46’ 8,64” dan E = 114⁰ 14’ 30,49” 

c) Lokasi PHBM di Blok RKT 2023 dengan koordinat S = 1⁰ 53’ 7,28” dan 
E = 114⁰ 8’ 48,29” 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar dan hasil konsultasi publik 
pada tanggal 20 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa diareal PT IFP banyak 
ditemukan klaim lahan/pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar berupa 
kebun Sawit, Karet, buah-buahan serta bekas kampung lama dan sebagian 
masyarakat yang hadir menjelaskan pernah ada pemasangan patok batas 
desa bersama-sama dengan aparat desa, namun terdapat beberapa desa 
yang belum dilakukan penataan batasnya secara partisipatif. 
 
PBPH PT Industrial Forest Plantation telah melakukan deliniasi terhadap 
wilayah masing-masing desa di dalam arealnya tertuang dalam Peta Sebaran 
Desa dan pemanfaatan areal oleh masyarakat sekitar, akan tetapi batas 
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dilapangan baru sebagian yang telah dilakukan penataan batasnya secara 
partisipatif (yang sudah dilakukan penataan batas partisipatifnya dengan 2 
(dua) desa, sedangkan batas pemanfaatan lahan lainnya masih belum 
dilakukan penataan batas partisipatifnya) 

Di areal PT Industrial Forest Plantation banyak ditemukan pemanfaatan lahan 
oleh masyarakat berupa ladang/bekas ladang  atau kebun milik masyarakat 
atau kelompok masyarakat, dan PT Industrial Forest Plantation telah 
melakukan deliniasi sebagian pada peta, serta baru sebagian yang telah 
dilakukan penandaan batas partisipatif dilapangannya (< 80 %). 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 9 / 12 ) x 100% = 75,00 %  ( SEDANG ) 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 2 

 

2) Indikator 4.2 : 
Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan 

terukur 

1. Verifier 4.2.1 
( Bobot : 2 ) 

: Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.  
 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Industrial Forest Plantation  
memiliki  sebagian dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam : 

1. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Industrial Forest 
Plantation Tahun 2022 dan Tahun 2023 sesuai dengan Perdirjen PHPL 
P.5 Tahun 2016 dengan Status Konflik pada tingkat Kasus bernilai 57 % 
(Sedang/Waspada), dan telah disampaikan kepada Dishut Kalteng dan 
BPHL X Palangkaraya (terdapat bukti tanda terima). 

2. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Industrial Forest 
Plantation Tahun 2024, dengan Status Konflik pada tingkat Kasus 
bernilai 63 % (Sedang/Waspada), dan telah disampaikan kepada Dishut 
Kalteng dan BPHL XII Palangkaraya (terdapat bukti tanda terima tanggal 
10 Januari 2025). 

3. Peta Areal Konflik Tahun 2021- 2023 PT Industrial Forest Plantation 
skala 1 : 145.000, terdapat informasi klaim lahan oleh masyarakat sekitar 
di areal PT Industrial Forest Plantation 

4. Peta Monev Konflik PT IFP Tahun 2024, sisa klaim 3.526,1 Ha dan pada 
tahun 2024 telah diselesaikan seluas 2.850,9 Ha dengan kerjasama 
PHBM sehingga tersisa 675,2 Ha 

5. Identifikasi Konflik PT Industrial Forest Plantation Tahun 2022, 2023 dan 
Tahun 2024 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Industrial Forest 
Plantation telah memiliki dokumen Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi 
Konflik Tahun 2022, 2023  dan Tahun 2024, telah disampaikan ke Instansi 
terkait (terdapat tanda bukti penyerahan), akan tetapi laporan dibuat setiap 
tahun seharusnya di buat setiap semester (tidak sesuai dengan tata 
waktunya). 

Hasil Observasi lapangan klaim lahan di areal PT Industrial Forest Plantation 
: 



 
 

Halaman 33 dari 75 
 

F1-02.15 Rev.1 

a) Kebun Karet dan Sawit milik H. Ikhsan ( warga Humbang Raya) dengan 
koordinat S = 1⁰ 48’ 52,79” dan E = 114⁰ 9’ 34,13”, seluas 46,4 Ha 

b) Kebun Karet milik Sumarno (warga Sei Gawing) dengan koordinat S = 1⁰ 
46’ 8,64” dan E = 114⁰ 14’ 30,49” 

PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki beberapa Laporan Pemetaan 
Potensi  dan Resolusi Konflik, akan tetapi laporan yang tersedia belum 
mencakup seluruh potensi konflik dan tidak sepenuhnya sesuai dengan 
peraturan yang berlaku,  serta belum dilaporkan kepada Instansi terkait 
sesuai tata waktunya. 

2. Verifier 4.2.2 
( Bobot : 1 ) 

 Tersedia mekanisme resolusi konflik 
 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Industrial Forest Plantation 
memiliki prosedur/mekanisme resolusi konflik tertuang dalam :  

1. SOP SSL Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan,dan 
Pembalakan Liar Lahan Nomor dokumen : 001-IFP-SSL-SOP Rev.1 
tanggal 01 Juni 2023 

2. SOP SSL Penyelesaian Konflik Lahan Nomor dokumen : 018-IFP-SSL-
SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 

3. SOP SSL Penyelesaian Tumpang Tindih Nomor dokumen : 023-IFP-SSL-
SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 

Prosedur tersebut telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup 
pengertian, tujuan, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran 
yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, dan pelaporan. 

Hasil telaahan terhadap prosedur Penyelesaian Konflik Lahan yang ada 
belum seluruhnya mengakomodir PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran 
V, selain itu SOP tersebut belum disosialisasikan dan disepakati para pihak. 
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar Mantan Kades Humbang 
Raya  (Bpk.  Idarwin), Aparat Desa Lahae Mangkutup (Bpk. Andon), Tokoh 
Masyarakat Sei Gawing (Bpk. Punding) dan Ketua RT 05 Desa Bukit 
Besi.(Bpk. MT Erisman) serta hasil Konsultasi Publik tanggal 20 Mei 2025, 
diperoleh informasi bahwa selama 3 tahun terkahir, tidak pernah terjadi 
konflik yang serius dengan masyarakat sekitar konflik yang ada masih bisa 
diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan aparat pemerintah desa, 
tokoh adat dan muspika. 

PT Industrial Forest Plantation memiliki SOP Mekanisme Penyelesaian Konlfik 
dengan Masyarakat, namun belum mengakomodir peraturan yang berlaku, 
selain itu SOP tersebut telah disosialisasikan namun belum disepakati oleh 
para pihak, karena masih banyak klaim lahan yang belum selesai terutama di 
Desa Bukit Batu. 

PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki SOP Mekanisme Penyelesaian 
Konlfik dengan Masyarakat, namun belum seluruhnya sesuai PermenLHK P.8 
Tahun 2021 Lampiran V, namun belum disepakati oleh para pihak. 

3. Verifier 4.2.3 
( Bobot : 1 ) 

 Tersedia   kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan 
pendanaan 
 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki struktur organisasi/lembaga 
yang bertugas khusus menangani konflik berdasarkan SK Direksi PT 
Industrial Forest Plantation yang terakhir Nomor : 04/DIR/IFP/IV/2024 tanggal 
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4 April 2024 tentang Kelembagaan Penyelesaian Konflik antara pihak 
perusahaan dan masyarakat. Dalam struktur tersebut Tanggungjawab untuk 
Penyelesaian Konflik di tingkat Estate dibawah Kabag SSL dan Tim 

Dalam hal pendanaan untuk penanganan konflik PT Industrial Forest 
Plantation telah menyusun : 

a. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Penyelesaian Konflik 
Lahan PT Industrial Forest Plantation Tahun 2022, Penyelesaian Klaim 
seluas 7.049,3 Ha dengan Anggaran Rp. 2.342.538.000,- 

b. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Penyelesaian Konflik 
Lahan PT Industrial Forest Plantation Tahun 2023, Penyelesaian Klaim 
seluas 5,647,7 Ha dengan Anggaran Rp. 1.417.482.000,- 

c. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Penyelesaian Konflik 
Lahan PT Industrial Forest Plantation Tahun 2024, Penyelesaian 30 kasus 
dengan Anggaran Rp.1.244.248.000,- 

d. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Penyelesaian Konflik 
Lahan PT Industrial Forest Plantation Tahun 2025, Penyelesaian 38 kasus 
dengan Anggaran Rp.1.808.000.000,- 

Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial dan hasil konsultasi publik, 
selama ini apabila ada konflik dengan masyarakat sekitar, diselesaikan 
dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan mengikutsertakan Aparat 
Desa dan Tokoh Masyarakat setempat  PT Industrial Forest Plantation telah  
menyiapkan anggaran untuk penanganan konflik, sesuai dengan kebutuhan 
menurut tahapan penyelesaian konflik. 

PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki struktur organisasi/lembaga 
penanganan konflik telah melibatkan para pihak (Pemerintah Desa, Tokoh 
Adat dan Muspika setempat), dan PT Industrial Forest Plantation telah  
menyiapkan anggaran untuk penanganan konflik  sesuai dengan kebutuhan 
menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangan. 

PBPH PT Industrial Forest Plantation  memiliki struktur organisasi/lembaga 
penanganan konflik serta PT Industrial Forest Plantation dan telah 
menyiapkan anggaran untuk penanganan konflik, sesuai dengan kebutuhan 
menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangan. 

4. Verifier 4.2.4 
( Bobot : 1) 

 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 
 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

 Berdasarkan Laporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik PT Industrial Forest 
Plantation, di areal PT Industrial Forest Plantation terdapat potensi konflik 
yang cukup tinggi terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat dan atau 
kelompok masyarakat/atas nama desa berupa ladang/kebun sawit dan 
pemukiman. 
PT Industrial Forest Plantation telah menyusun anggaran resolusi konflik 
namun baru sebagian tertuang dalam : 

a) Rencana Kegiatan dan kebutuhan anggaran untuk penyelesaian konflik 
PT Industrial Forest Plantation Tahun 2022, rencana Penyelesaian klaim 
sebanyak 6 (enam) kasus seluas 7.049,3 Ha 

b) Rencana Kegiatan dan kebutuhan anggaran untuk penyelesaian konflik 
PT Industrial Forest Plantation Tahun 2023, rencana Penyelesaian klaim 
sebanyak 5 (lima) kasus seluas 5.647,7 Ha 
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c) Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Penyelesaian Konflik 
Lahan PT Industrial Forest Plantation Tahun 2024, Penyelesaian 30 kasus 
dengan Anggaran Rp.1.244.248.000,- 

d) Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Penyelesaian Konflik 
Lahan PT Industrial Forest Plantation Tahun 2025, Penyelesaian 38 kasus 
dengan Anggaran Rp.1.808.000.000,- 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, di areal PT Industrial Forest 
Plantation terdapat klaim lahan pada tahun 2022 ada 6 (kasus) dan telah 
diselesaikan 1 (satu) kasus, sedang Tahun 2023 masih tersisa 5 (lima) kasus 
yang direncanakan akan diselesaikan tahun ini. 

Tahun 2024 terdapat 8 kasus yang akan rencana diselesaikan seluas 3.526,1 
ha, dan terealisasi 8 kasus seluas 2.850,9 Ha, dan masih tersisa 1 kasus 
dengan luas 675,2 Ha 

PBPH PT Industrial Forest Plantation telah melakukan identifikasi potensi 
konflik yang ada di arealnya, PT Industrial Forest Plantation telah menyusun 
rencana resolusi konflik yang berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 
serta belum melibatkan para pihak. 
 

5. Verifier 4.2.5 
( Bobot : 2 ) 

 Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

 Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Industrial Forest Plantation telah 
melakukan penanganan konflik meliputi : 
1. Kronologis Areal Claim Sdr. Suryadi (Son) Dusun Tanjung Jaya Desa 

Muroi Raya (masih proses) 
2. Kronologis Klaim Argo di Log Pond IFP (Ex. Logpond PT AAB) di 

Batekong Dusun Manyuluh Desa Lahei Mangkutub, UM sudah bisa 
beroperasi kembali (sudah selesai). 

3. Kronologis Sengketa Adat Klaim Lahan Pemasangan “Hinting Pali “ 
Adat pada Jalan Koridor Konsesi PT IFP wilayah desa Humbang Raya 
oleh Sdr. Irandie (Umbur) Bersama Forum Pemuda Dayak 
(FORDAYAK) Kalteng (sudah selesai). 

4. Kronologis “Hinting Pali” dilakukan oleh masyarakat Desa Gawing terkait 
Jalan Ex HPH (sebelum PT IFP) Tahun 2024, masyarakat Desa Gawing 
menolak melakukan operasional di areal RKT 2024 karena areal tersebut 
sebagian besar merupakan ladang dan atau bekas ladang masyarakat 
Desa Gawing memasang Hinting Pali pada tanggal 22 April 2025 dan 
selanjutnya pada 29 Juni 2025 Hinting tersebut dibuka dengan beberapa 
kesepakatan antara lain : PT IFP akan membuatkan jalan menuju kebun 
mereka dan agar merekrut karyawan berasal dari Desa Gawing. 

 
Monev Konflik PT Industrial Forest Plantation Tahun 2024 
 

No. Nama Klaimer Lokasi Luas 
(Ha) 

Progres 
penyeles
aian 

Sisa 
(Ha) 

1 Masyarakat 
Humbang Raya 

Blok C 55,1 55,1 0 

2 KT Tepian Banir Blok C 567,8 567,8 0 
3 Masyarakat 

Humbang Raya 
Blok A 371,6 371,6 0 

4 Ucue Blok B 32,4 32,4 0 
5 KT Dehes Rambat Blok I 76,2 76,2 0 
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6 KT Hapakat Bareng 
Basuran 

Blok H & 
C 

453,6 453,6 0 

7 Masyarakat Bareng 
Basuran 

Blok C 107,4 107,4 0 

8 Masyarakat Gawing Blok E & 
F 

1.862,1  1.186,8 675,2 

Total 3.526,1 2.850,9 *) 675,2 
Note ; *) Penyelesaian dengan kerjasama PHBM 
 
Hasil wawancara dengan bagian Kelola Sosial, pada periode 3 (tiga) tahun 
terakhir di areal PT Industrial Forest Plantation terdapat 6 (enam) 
kasus/konflik, 4 (dua) kasus sudah terselesaikan yang 2 (dua) kasus masih 
berproses. 

PBPH PT Industrial Forest Plantation telah membuat realisasi pelaksaan 
penanganan konflik, akan tetapi belum membuat laporan pelaksanaan 
penanganan konflik yang disampaikan kepada instansi yang berwenang 
secara periodik. 

PBPH PT Industrial Forest Plantation terdapat realisasi pelaksanaan 
penanganan konflik di lapangan dari 3 kasus 2 yang sudah terselesaikan 
(66,67 %), PT Industrial Forest Plantation telah membuat realisasi pelaksaan 
penanganan konflik namun belum menyampaikan kepada instansi yang 
berwenang. 
PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki laporan/dokumen realisasi 
pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata antara 
66,67 % dan tidak  terdokumentasi dengan baik serta sebagian belum 
dilaporkan kepada instansi yang berwenang. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 15 / 21 ) x 100% = 71,43 %  ( SEDANG ) 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 2 

 

3) Indikator 4.3 : 
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 

1. Verifier 4.3.1 
( Bobot : 1) 

: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh 
aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.  

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Dokumen/laporan data  dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH PT Industrial Forest Plantation meliputi : 
a) Revisi RKUPH Periode Tahun 2017 - 2026 (Tahun 2024) 
b) Peta Batas Partisipatif Desa dengan skala 1:350.000. Dokumen ini 

menjelaskan luas areal masing-masing desa sekitar di areal kerja PT 
Industrial Forest Plantation 

c) Peta Sebaran Desa sekitar PT Industrial Forest Plantation skala 1 : 
300.000, terdapat informasi wilayah administrasi desa sekitar areal PT 
IFP 

d) Dokumen Sosial Mapping PT Industrial Forest Plantation (tahun 2018),  
e) Laporan Kajian Social Impact Assessment PT IFP (tahun 2024), terdapat 

informasi terkait dampak yang ditimbulkan dari kegiatan PT IFP  
f) Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/lokal PT IFP Tahun 2023, dalam 

dokumen terdapat situs dari masyarakat sekitar berupa kuburan tua ada 
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10 tempat dan rumah keramat ada 1 (satu) dari desa Dusun Bereng 
Basuran/Desa Humbang Raya ) 

g) Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat di IFP Tahun 2024, 
teridentifikasi 1 (satu) situs rumah keramat dari Desa Gawing yang 
berada di compartemen E 002 Data peladang/Klaim lahan di dalam areal 
PT Industrial Forest Plantation 

h) Data Penguasaan/Aktifitas Masyarakat di Kawasan yang dilindungi PT 
IFP Tahun 2024 ( tambang illegal, illegal logging) 

i) Daftar karyawan lokal PT Industrial Forest Plantation pada Tahun 2020 – 
2025 

j) Daftar Kontraktor PT Industrial Forest Plantation pada Tahun 2020 – 
2025 

k) Berita Acara bantuan kegiatan CSR PT Industrial Forest Plantation 
sesuai kegiatannya 

PBPH PT  Industrial Forest Plantation memiliki dokumen atau data  dan 
informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang 
terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh 
pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui. 
 

2. Verifier 4.3.2 
( Bobot : 1 ) 

 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki kebijakan/prosedur terkait 
peningkatan peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam  : 

1. SOP SSL Prosedur Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama 
Masyarakat Nomor dokumen : 004-IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 1 
Juni 2023  (belum mengacu PermenLHK No. P. 09 Tahun 2021 
tentang Perhutanan Sosial dan SK MenLHK No. 285 tentang 
Kemitraan Konsesi Hutan dan Pembinaan dalam Entitas PBPH) 

2. SOP SSL Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Nomor dokumen : 
005-IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 

3. SOP SSL Prosedur Pelaksanaan Program Nomor dokumen : 010-
IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 

4. SOP SSL Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Nomor 
dokumen : 008-IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023  

5. SOP SSL Penentapan Program, Anggaran dan Pelaporan CSR  
009-IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 

6. SOP SSL Prosedur Pelaksanaan Program Nomor dokumen : 010-
IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 

7. SOP SSL Prosedur Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan 
(HTR) Nomor dokumen : 012-IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 
2023 (belum mengacu PermenLHK No. P. 09 Tahun 2021 tentang 
Perhutanan Sosial dan SK MenLHK No. 285 tentang Kemitraan 
Konsesi Hutan dan Pembinaan dalam Entitas PBPH 

8. SOP SSL Prosedur Kelola Sosial (CSR) Nomor dokumen : 014-IFP-
SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 

9. SOP SSL  Prosedur Hutan Tanaman Rakyat – Pola Kemitraan 
Nomor dokumen : 015-IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 
(belum mengacu PermenLHK No. P. 09 Tahun 2021 tentang 
Perhutanan Sosial dan SK MenLHK No. 285 tentang Kemitraan 
Konsesi Hutan dan Pembinaan dalam Entitas PBPH 
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10. SOP SSL Prosedur Kemitraan (Tanaman Kehidupan) Nomor 
dokumen : 022-IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 (belum 
mengacu PermenLHK No. P. 09 Tahun 2021 tentang Perhutanan 
Sosial dan SK MenLHK No. 285 tentang Kemitraan Konsesi Hutan 
dan Pembinaan dalam Entitas PBPH 

Prosedur tersebut memiliki sistimatika yang mencakup pengertian, tujuan, 
penanggung jawab, Lokasi Kegiatan, Data/masukan yang dibutuhkan, Hasil 
keluaran, dan Prosedur Kerja (Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan). 

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Industrial Forest Plantation 
memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi produktif masyarakat telah disosialisasikan kepada 
masyarakat setempat, akan tetapi masih belum merujuk pada peraturan yang 
terbaru. 

PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki mekanisme terkait peningkatan 
peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat telah disosialisasikan 
kepada masyarakat setempat, dan sudah diimplementasi melalui program 
kerjasama PHBM telah  mendapat persetujuan dari masyarakat setempat, 
akan tetapi prosedur yang ada telah merujuk pada peraturan yang terbaru 
( PermenLHK No. P. 9 Tahun 2021 dan SK MenLHK Nomor 285 Tahun 2024) 

PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki mekanisme/prosedur kerja 
terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
yang lengkap dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum 
masyarakat setempat, prosedur yang ada telah merujuk pada peraturan yang 
terbaru. 

3. Verifier 4.3.3 
( Bobot : 1 ) 

 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen rencana yang 
memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum 
adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : 

1. Perubahan Kedua RKUPH PT Industrial Forest Plantation Periode Tahun 
2017-2026 (Tahun 2024) 

2. RKTPH PT Industrial Forest Plantation Tahun 2020 - 2025 

3. Project Plan Community Development PT Industrial Forest Plantation 
tahun 2020 - 2025.  

4. Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait Fee Kayu Alam dan 
Pemanfaatan tenaga kerja lokal 

5. Kesepakatan kerjasama/MoU dengan masyarakat sekitar terkait 
kerjasama PHBM 

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT 
Industrial Forest Plantation yang terdapat dalam Buku RKUPH dan RKTPH. 
Rencana & Realisasi Kegiatan Kelola Sosial yang dilaksanakan oleh PT 
Industrial Forest Plantation pada tahun berjalan (tahun 2020 - 2024) akan 
tetapi tidak sinkron dengan rencana yang ada dalam dokumen RKUPH dan 
RKTPH. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa 
PT Industrial Forest Plantation telah menyusun program peningkatan 
ekonomi setempat namun kurang lengkap, kegiatan CSR yang dilakukan saat 
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ini sebagian besar berupa bantuan yang diusulkan oleh desa/ masyarakat 
sesuai dengan proposal. 

PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen rencana pemegang PBPH 
mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun baru sebagian 
mengakomodir aspirasi masyarakat. 

3. Verifier 4.3.4 
( Bobot : .2) 

 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan 
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Industrial Forest Plantation  telah melakukan implementasi 
kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang meliputi : 

- Usaha produktif pemberdayaan masyarakat dalam dokumen Laporan 
Community Development : 

a) Tahun 2020 sebesar = 100 % (Alat Berat) 
b) Tahun 2021 sebesar = 0%   
c) Tahun 2022 sebesar = 82,88% 
d) Tahun 2023 sebesar = 77,00 % 
e) Tahun 2024 sebesar = 0 % 
 Rata-rata = 51,97 % 

- Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal : 

a) Tahun 2022 ada 95 orang dari 150 karyawan ( 63,33 %)  
b) Tahun 2023 ada 68 orang dari 183 karyawan ( 37,15%)  
c) Tahun 2024 ada 67 orang dari 132 karyawan ( 50,76 %) 
d) Tahun 2025 ada 59 orang dari 114 karyawan ( 51,75 %) 
 Rata-rata penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 50,75 % 

- Pemanfaatan Kontraktor dari Lokal :  
a) Tahun 2023 ada 3 dari 28 kontraktor (10,71 %) 
b) Tahun 2024 ada 2 kontraktor semua berasal dari luar ( 0 %) 
c) Tahun 2025 ada 2 dari 5 kontraktor (20,00 %) 
 Rata-rata pemanfaatan kontraktor lokal sebesar 15,35 % 

- Kerjasama PHBM dengan masyarakat sekitar : 
a) Tahun 2020 rencana 2.084,82 Ha, realisasi 3,8 Ha ( 0,1 %) 
b) Tahun 2021 rencana 1.198,08 Ha, realisasi 0 Ha ( 0 %) 
c) Tahun 2022 rencana 2.608,66 Ha, realisasi 0 Ha ( 0 %) 
d) Tahun 2023 rencana 2.885,15 Ha, realisasi 213,17 Ha ( 7,39 %) 
e) Tahun 2024 rencana   625,87 Ha, realisasi  1.862,9 Ha ( 297,65 %) 
 Rata-rata kerjasama PHBM sebesar 61,03 % 

- Pembayaran fee kompensasi kayu alam sesuai kesepakatan dan telah 
dibayarkan semua, atau 100 % 
 

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT 
Industrial Forest Plantation sebesar : 

                          (51,97 + 50,75 +15,35 + 61,03 + 100)% : 5 =   55,82 % (> 
50%) 
Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan 
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai antara 
55,82 % (> 50 %) dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan 
kesesuaiannya di lapangan. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 13 / 15 ) x 100% = 86,67 %  ( BAIK ) 
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Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 3 

 
4) Indikator 4.4 :  

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku 

1. Verifier 4.4.1 
( Bobot : .2) 

: Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan 
lingkungan Pemegang PBPH  

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki sebagian dokumen/laporan 
hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab 
sosial & lingkungan meliputi :  

 Pembayaran Fee Kayu hutan alam 

 Perbaikan jalan/jembatan menuju desa binaan 

 Kerjasama PHBM & Kerjasama dengan kelompok tani 

 Kesepakatan kerjasama PT IFP dengan Masyarakat Pemanfaatan HHBK 
di areal PT IFP (Damar, Getah, Gemur dan Madu Kelulut) 

 Penerimaan Tenaga Kerja berasal dari desa sekitar 

PBPH PT Industrial Forest Plantation telah melakukan sosialisasi kegiatan 
kelola sosial/CD tahun 2020 - 2025 kepada masyarakat desa binaan, namun 
dalam menyusun program kerja prosesnya telah melibatkan masyarakat 
desa terdampak dan / atau pihak terkait lainnya.  

PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki sebagian dokumen/ laporan 
hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab 
sosial & lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak 
dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/ 
koordinasi, dan telah disepakati program prioritas. 

 
2. Verifier 4.4.2 

( Bobot : .1) 
 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 

pemegang PBPH sesuai ketentuan 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Industrial Forest Plantation 
memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 
mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, 
sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi 
tertuang dalam dokumen : 
 Perubahan RKUPH PT Industrial Forest Plantation Periode 2017-2026 

(Tahun 2022) 
 Perubahan kedua RKUPH PT Industrial Forest Plantation Periode 2017-

2026 (Tahun 2024), sudah memasukan program MUK 
 RKTUPH PT Industrial Forest Plantation Tahun 2020  - 2025  
 Project Plan Community Development PT Industrial Forest Plantation 

Tahun 2022 - 2025,  namun belum mengacu pada dokumen RKUPH & 
RKTPH. 

 Kesepakatan terkait Fee Kayu, GRTT, Tali Asih dan Kerjasama PHBM 
dengan masyarakat sekitar  

 Pemanfaatan tenaga kerja lokal  

Hasil wawancara dengan pendamping kriteria sosial/SSL & wakil masyarakat 
sekitar diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi 
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terkait identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dari PT 
Industrial Forest Plantation, namun baru sebagian. 

PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen rencana kerja 
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program 
prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan 
anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. 
 

3. Verifier 4.4.3 
( Bobot : 1) 

 Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan oleh pemegang PBPH 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Industrial Forest Plantation 
memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan 
kepada sosial dan lingkungan tertuang dalam : 

1. SOP SSL Prosedur Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama 
Masyarakat Nomor dokumen : 004-IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 1 
Juni 2023  (belum mengacu PermenLHK No. P. 09 Tahun 2021 
tentang Perhutanan Sosial dan SK MenLHK No. 285 tentang 
Kemitraan Konsesi Hutan dan Pembinaan dalam Entitas PBPH) 

2. SOP SSL Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Nomor dokumen : 
005-IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 

3. SOP SSL Prosedur Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan 
(HTR) Nomor dokumen : 012-IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 
2023 (belum merujuk PermenLHK No. P. 9 Tahun 2021 tentang 
Perhutanan Sosial dan SK MenLHK No. 285 tentang Kemitraan 
Konsesi Hutan dan Pembinaan dalam Entitas PBPH 

4. SOP SSL Prosedur Kelola Sosial (CSR) Nomor dokumen : 014-IFP-
SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 

5. SOP SSL  Prosedur Hutan Tanaman Rakyat – Pola Kemitraan 
Nomor dokumen : 015-IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 
(belum merujuk PermenLHK No. P. 9 Tahun 2021 tentang 
Perhutanan Sosial dan SK MenLHK No. 285 tentang Kemitraan 
Konsesi Hutan dan Pembinaan dalam Entitas PBPH 

6. SOP SSL Prosedur Kemitraan (Tanaman Kehidupan) Nomor 
dokumen : 022-IFP-SSL-SOP Rev.1 tanggal 01 Juni 2023 (belum 
merujuk PermenLHK No. P. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan 
Sosial dan SK MenLHK No. 285 tentang Kemitraan Konsesi Hutan 
dan Pembinaan dalam Entitas PBPH 

Seluruh SOP telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup 
pengertian, tujuan,ruang lingkup, referensi penanggung jawab, masukan 
yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan 
kerja, pelaporan. 

Implementasi dalam kegiatan : 

a) Kerjasama PHBM 

b) Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar (Damar, Gemur, Madu 
dan Getah) 

PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki mekanisme implementasi 
tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin 
terlaksananya program prioritas dan telah mendapat pengesahan, namun 
belum merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku. 
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4. Verifier 4.4.4 
( Bobot : 2) 

 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan 
oleh pemegang PBPH 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Industrial Forest Plantation telah 
melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti : 

1. Berita Acara Sosialisasi PT Industrial Forest Plantation dengan 
masyarakat Desa Humbang Raya tanggal 22 Januari 2022 dihadiri 26 
orang 

2. Berita Acara Sosialisasi PT Industrial Forest Plantation dengan 
masyarakat di Dusun Tanjung Jaya Desa Moroi Jaya tanggal 21 
Januari 2022 yang dihadiri oleh 25 orang  

3. Berita Acara Sosialisasi PT Industrial Forest Plantation dengan 
masyarakat di Desa Lahei Mangkutup tanggal 24 Januari 2022 yang 
dihadiri 21 orang  

4. Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2023 PT 
Industrial Forest Plantation di Dusun Bereng Basuran Desa Humbang 
Raya tanggal 1 Mei 2023 dihadiri 27 orang 

5. Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2023 PT 
Industrial Forest Plantation di Dusun Tanjung Jaya Desa Moroi Raya 
tanggal 9 Mei 2023 dihadiri 41 orang 

6. Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2024 PT 
Industrial Forest Plantation di Desa Humbang Raya tanggal 20 
Desember 2023 dihadiri 39 orang 

7. Berita Acara Sosialisasi PT Industrial Forest Plantation dengan 
masyarakat di Desa Lahei Mangkutup tanggal 20 Desember 2023 
yang dihadiri 35 orang 

8. Berita Acara Sosialisasi PT Industrial Forest Plantation dengan 
masyarakat di Desa Sei Gita tanggal 3 April 2024 yang dihadiri 13 
orang 

9. Berita Acara Sosialisasi PT Industrial Forest Plantation dengan 
masyarakat di Desa Sei Gawing tanggal 3 Februari 2025 yang 
dihadiri 32 orang 

10. Berita Acara Sosialisasi PT Industrial Forest Plantation dengan 
masyarakat di Desa Bukit Batu tanggal 6 Februari 2025 yang 
dihadiri 34 orang 

11. Berita Acara Sosialisasi PT Industrial Forest Plantation dengan 
masyarakat di Desa Sei Gita tanggal 11 April  2025 yang dihadiri 30 
orang 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat desa sekitar dan informasi pada 
acara konsultasi publik tanggal 20 Mei 2025, diperoleh informasi bahwa PT 
IFP telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, namun tidak 
rutin dilakukan serta tidak disampaikan terkait program kegiatan PMDH PT 
Industrial Forest Plantation pada masing-masing desa binaan.  

PBPH PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kegiatan sosialisasi 
kepada masyarakat sekitar perihal program prioritas tanggung jawab sosial 
dan lingkungan kepada masyarakat, akan tetapi tidak disampaikan program 
prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH 



 
 

Halaman 43 dari 75 
 

F1-02.15 Rev.1 

PBPH PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kegiatan sosialisasi 
kepada masyarakat sekitar, namun baru sebagian program prioritas 
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah disosialisasikan. 

5. Verifier 4.4.5 
( Bobot : 2) 

 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang 
PBPH. 
 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Pada periode Resertifikasi (tahun 2025), PT Industrial Forest Plantation 
memiliki rencana dan realisasi kegiatan CD Tahun 2020 - 2024 sebagai 
berikut : 

a) Tahun 2020 realisasi mencapai 169,17 % 
b) Tahun 2021 realisasi mencapai 37,47 % 
c) Tahun 2022 realisasi mencapai  60,50 %,   
d) Tahun 2023 realisasi mencapai  77,03 %  
e) Tahun 2024 realisasi mencapai  88,92 %. 

 Rata-rata mencapai 86,62 %, dilengkapi dengan BA serah terima dan 
atau bukti kuitansi sesuai kegiatan yang dilaksanakan. 

Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat 
dibuktikan di lapangan dengan rata-rata sebesar 86,62 % , serta dilengkapi 
dengan bukti BA serah terima dan atau bukti kuitansi sesuai kegiatan yang 
dilaksanakan dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.  
 Kegiatan CD/CSR  PT Industrial Forest Plantation meliputi : 

1) Perbaikan Jalan dan Jembatan  
2) Bantuan Acara Adat desa sekitar 
3) Bantuan HUT RI pada desa Binaan dan kecamatan 
4) Bantuan hari besar agama dan hewan qurban 
5) Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal tahun 2020 – 2025, rata-rata 

sebesar 50,75 % 
 Rekapitulasi Bantuan CSR PT IFP ke Kelompok Tani Mulia Asih dan KT 

Bumi Lahei Tahun 2020 – 2023 : 
1) Tahun 2020 sebesar Rp.197.247.490.- (perbaikan jalan) KT Mulia 

Asih dan kayu log 7,84 M³ (KT Bumi Lahei) 
2) Tahun 2021 sebesar Rp.  20.000.000,- (KT Maju Bersama Desa 

Lahei) dan alat masak (KT Mulia Asih) 
3) Tahun 2022 sebesar Rp.  37.500.000,- (KT Mulia Asih) 

Total                          Rp. 274.747,490,- 
Kegiatan Kelola Sosial PT Industrial Forest Plantation periode tahun 2020 - 
2024 rata-rata sebesar 86,62 %, dilengkapi dengan BA serah terima dan atau 
bukti kuitansi sesuai kegiatan yang dilaksanakan, sebagian besar kegiatan 
kelola sosial berupa bantuan alat berat untuk perbaikan jalan/jembatan dan 
bantuan dana hari besar agama/adat/HUT dll. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial diperoleh 
informasi bahwa Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial/CD PT Industrial Forest 
Plantation yang dilakukan saat ini didasarkan pada pengajuan Proposal dari 
Masyarakat sekitar kepada pihak Perusahaan terlebih dulu dan selanjutnya 
dari Manager Estate disampaikan ke Pimpinan Perusahaan yang ada di 
Kantor Pusat untuk dimintakan persetujuan, apabila disetujui baru kegiatan 
tersebut direalisasikan. 
Rekapitulasi rencana dan realisasi kegiatan kelola sosial/CD PT Industrial 
Forest Plantation Tahun 2020 - 2024  

No. Tahun Rencana 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Prosentase 
(%) 

1. 2020 173.000.000 292.659.690 169,17 
2. 2021 387.000.000 145.350.000 37,47 

3. 2022 369.500.000 163.000.000 60,50 
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4. 2023 230.000.000 177.170.000 77,03 
5. 2024 155.000.000 137.824.000 88,92 

Rata-rata    86,62 
 
Rekapitulasi Pembayaran GRTT, Tali Asih, Fee Kayu dan Fee PHBM PT 
Industrial Forest Plantation Tahun 2021 – 2024 

N
o 

Uraian 2021 2022 2023 2024 

1 GRTT 6.640.000 - 30.567.000 68.189.000 
2 Tali Asih - 10.000.000 55.000.000 - 
3 Fee Kayu 70.093.810 35.796.506 149.155.44

0 
- 

4 Fee PHBM - - 490.200.00
0 

648.800.00
0 

1.139.000.000

Total 76.733.810 45.796.506 724.922.44
0 

716.989.00
0 

1.564.441.756

 
PBPH PT Industrial Forest Plantation telah merealisasikan pelaksanaan 
tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan 
mencapai 86,62 % dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang 
lengkap, namun sebagian besar kegiatan CSR berupa bantuan/charity 
dan belum dilaporkan ke instansi yang berwenang. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 18 / 24 ) x 100% = 80,00 %  ( SEDANG ) 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 2 

 
5) Indikator 4.5 : 

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

1. Verifier 4.5.1 
( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan sarana hubungan industrial.  
 

NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki sarana hubungan industrial 
terhadap karyawannya tertuang dalam:  

a) Peraturan perusahaan PT Industrial Forest Plantation periode 2023-
2025 yang telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala 
Disnaker Kabupaten Kapuas Nomor: KEP.568/03/Disnaker.2023 
tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT IFP tanggal 2 Mei 
2023 dengan masa berlaku sampai 1 Mei 2025.  

b) Peraturan perusahaan PT Industrial Forest Plantation periode 2025-
2027 yang telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala 
Disnaker Kabupaten Kapuas Nomor: 
500.15.12.1/05/Disnakertrans.2025 tentang Pengesahan Peraturan 
Perusahaan PT IFP tanggal 22 April 2025 dengan masa berlaku 
sampai 21 April 2027. 

c) Tersedia BA Sosialisasi PP dilaksanakan bersamaan dengan dengan 
Briefing pagi, serta pada saat karyawan baru masuk kerja diberikan 
buku saku (tersedia tanda terima) . 

d) Terdapat Surat Kebijakan Direktur PT Industrial Forest Plantation 
tanggal 01 Agustus 2023 tentang Kebijakan Berserikat  
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e) PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Lembaga Kerjasama 
Bipartit berdasarkan SK Dinasker Kab. Kapuas Nomor : 
Kep.586/05/LKS.Bip/Disnaker.2023 tanggal 14 September 2023 
tentang Pencatatan Struktur Lembaga Kerjasama Bipartit PT IFP 
dengan masa berlaku sampai 13 September 2023 

f) PT Industrial Forest Plantation memiliki Prosedur/SOP Hubungan 
Industrial dengan Nomor dokumen : 027-IFP-CSD-SOP Rev.1 
tanggal 01 Juni 2023, yang mengatur hubungan kerja antara 
Manajemen dan Karyawan 

g) PT Industrial Forest Plantation telah terdaftar dalam Assosiasi 
Penguasa Hutan (APHI) dengan nomor keanggotaan 517 

h) Tersedia dokumen wajib lapor ketenagakerjaan PT Industrial Forest 
Plantation tahun 2021 – 2024, lengkap 

i) Terdapat contoh SPK an. Apriana Raya (PKWT), telah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

j) Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda an. 
Frista Ratri Aizada, pada waktu masuk kerja  berumur 18 tahun dan 
2 bulan 

k) Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. 

PT Industrial Forest Plantation memiliki  peraturan perundang-undangan 
ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia 
nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat 
bab IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial 
nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, 
UU no 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. 

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen dan wawancara dengan wakil 
karyawan (an. AP dan RDR ) diperoleh informasi bahwa PT Industrial Forest 
Plantation telah memiliki sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, 
dan telah diimplementasikan seluruhnya 

PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen sarana hubungan 
industrial yang legal dan lengkap, serta telah memiliki mekanisme 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati. 

2. Verifier 4.5.2 
( Bobot : 1) 

 Implementasi kebijakan standar jenjang karier. 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki mekanisme terkait standar 
jenjang karir yang dituangkan dalam :  

a. Peraturan Perusahaan (PP) PT Industrial Forest Plantation Periode 
Tahun 2025 - 2027 Bab XI (Pasal 43) tentang Program Peningkatan 
Ketrampilan.  

b. SOP Prosedur Promosi (No. Dokumen : 012-IFP-HRD-SOP Rev.1) 
tanggal 01 Juni 2023. Pada dokumen ini dijelaskan  mengenai 
promosi horizontal dan promosi vertical. 

c. SOP Prosedur Pengembangan Karir (No. Dokumen : 012-IFP-HRD-
SOP Rev.1) tanggal 01 Juni 2023, prosedur ini memberikan 
gambaran tentang proses pengembangan karir yang diterapkan 
dalam perusahaan 

d. Terdapat form evaluasi kinerja karyawan yang dilakukan oleh atasan 
langsung untuk menentukan apakah karyawan memenuhi kualifikasi 
untuk naik ke jenjang sesuai dengan penilaian karyawan (form 
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nomor : 018-IFP-HRD-FM) dan Promotion Proposal (form nomor : 
011-IFP-HRD-FM). 
 

 Implementasi Jenjang karir PT Industrial Forest Plantation Periode Tahun 
2020 – 2024 : 

1) Tahun 2020 terdapat realisasi promosi karyawan sebanyak 2 
orang dari rencana 2 orang (100 %) 

2) Tahun 2021 tidak terdapat rencana dan realisasi  
3) Tahun 2022 terdapat realisasi promosi karyawan sebanyak 3 

orang dari rencana 3 orang (100 %) 
4) Tahun 2023 terdapat realisasi promosi karyawan sebanyak 16 

orang dari rencana 16 orang (100 %) 
5) Tahun 2024 terdapat realisasi promosi karyawan sebanyak 15 

orang dari rencana 12 orang (80 %) 
Rata-rata implementasi kenaikan jenjang karir sebesar 95 %, serta 
dilengkapi dengan form penilaian karyawan 

PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki mekanisme terkait standar 
jenjang karier yang berbasis kompetensi, dan PT Industrial Forest Plantation 
telah mengimplementasikan mekanisme tersebut sebesar 95 % serta 
dilengkapi dengan form penilaian 

PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki  mekanisme terkait standar 
jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap 
kerja), dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 95 % serta 
dilengkapi dengan form penilaian. 

3. Verifier 4.5.3 
( Bobot : 2 ) 

 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki mekanisme terkait 
Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 
karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Industrial Forest 
Plantation Periode 2025 – 2027 Bab XI Pasal 43 tentang Pendidikan dan 
Pelatihan Kerja, selain itu terdapat SOP Pelatihan dan Pengembangan 
Tenaga Kerja (No. dokumen : 037-IFP-CSD-SOP Rev.1 tanggal berlaku 01 
Juni 2023 
Implementasi pengembangan karyawan PT Industrial Forest Plantation 
melalui pendidikan dan pelatihan sebagai berikut : 
1. Tahun 2020 rencana 14 pelatihan dengan peserta 76  telah terealisasi 

14 pelatihan (100 %) dengan peserta 76 orang (100 %) 
2. Tahun 2021 rencana 14 pelatihan dengan peserta 45  telah terealisasi 

14 pelatihan (100 %) dengan peserta 50 orang (111 %) 
3. Tahun 2022 rencana 18 pelatihan dengan peserta 93 telah terealisasi 

18 pelatihan ( 100 %) dengan peserta 104 orang (112 %). 
4. Tahun 2023 rencana 15 pelatihan dengan peserta 73 telah terealisasi 

15 pelatihan (100 %) dengan peserta 83 orang (114 %) 
5. Tahun 2024 rencana 7 pelatihan dengan peserta 150 telah terealisasi 3 

pelatihan (42,86 %) dengan peserta 138 orang (92 %) 
 

Hasil telaahan terhadap rencana dan realisasi pelatihan tersebut diatas, PT 
Industrial Forest Plantation memiliki dokumen  rencana pengembangan 
kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan kebutuhan promosi, 
terealisasi rata-rata untuk Jenis Pelatihan 88,57 % dan Peserta 106 % 

PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen rencana 
pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang 
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karier dan/atau kebutuhan promosi, dengan realisasi rata-rata sebesar 
88,57 % untuk jenis pelatihan dan sebesar 106 %. 

4. Verifier 4.5.4 
( Bobot : 2) 

 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Tunjangan kesejahteraan karyawan PT Industrial Forest Plantation dan 
implementasinya meliputi : 
a)  Peraturan perusahaan PT Industrial Forest Plantation periode 2023-

2025 Bab VIII Pasal 36 – 42 tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan 
Karyawan 

b) SK Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/552/2023 tanggal 28 
November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten Kapuas Tahun 2024 
sebesar Rp 3.261.700,- 

c) SK Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/578/2024 tanggal 16 
Desember 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten Kapuas Tahun 2025 
sebesar Rp 3.473.710,50 

d) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. AP dan SW, gaji yang diterima 
diatas UMK Kabupaten Kapuas yang berlaku 

e) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan April 2025 (Rp. 
48.523.588), contoh kartu BPJS Ketenagkerjaan an. Rizka Putri 
Syakinah dan Antonius 

f) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan April 2025 (Rp. 23.674.494,-) 
& Mei 2025 (Rp. 23.901.658,-), contoh kartu BPJS Kesehatan an.  Agam 
Risky Ramadhan, Deli dan Ardisun 

g) Selain BPJS Kesehatan karyawan PT Industrial Forest Plantation dengan 
jabatan Mandor Up juga diikutsertakan  asuransi “Mandiri in Health” 

h) Di Camp PT Industrial Forest Plantation dilengkapi dengan Klinik 
Perusahaan yang dilengkapi tenaga medis 1 orang dokter, 2 perawat dan 
1 unit mobil Ambulan, dan apabila pasien perlu rujukan dirujuk ke 
Puskesmas terdekat atau ke Rumah Sakit di Palangkaraya. 

i) Kondisi Fasilitas kesejahteraan di Tepian Humbang dan Nursery, meliputi 
Kantor, Mes Karyawan, Kantin Sarana Ibadah dan Sarana Olahraga, 
lengkap dan memadai 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. AP dan RDR) diperoleh 
informasi bahwa PT IFP memiliki  kebijakan pengupahan, tunjangan 
kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan serta telah 
merealisasikan seluruh tunjangan kesejahteraan kepada karyawannya sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 
 
PBPH PT Industrial Forest Plantation memiliki kebijakan pengupahan, 
tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, 
fasilitas karyawan, dan telah diterapkan sesuai standar. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (18/18) x 100% = 100 %  ( BAIK ) 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 3 
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PEMENUHAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU 

 

Prinsip 1. 

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak 
Pengelolaan 

 

1. Verifier 1.1.1. a. : Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha pada 
PBPH PT Industrial Forest Plantation, maka dapat diketahui bahwa 
keberadaan dan keabsahan Kepastian Areal Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan telah dipenuhi 
seluruhnya. 

Terdapat dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan pada 
PBPH PT Industrial Forest Plantation yaitu: 

1) Dokumen surat pemberian IUPHHK-HT kepada PT Industrial Forest 
Plantation berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia No. SK. 664/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 
tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 
Tanaman Industri Kepada PT Industrial Forest Plantation Atas Areal 
Hutan Produksi Seluas ± 101.840 Hektar di Kabupaten Kapuas, 
Provinsi Kalimantan Tengah. SK berlaku selama jangka waktu 60 
(enam puluh) Tahun.  SK ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Oktober 
2009 tertanda (TTD) Menteri Kehutan; H.M.S. KABAN, Salinan sesuai 
aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi; 
SUPARNO, SH. NIP. 195005 1419803 1 001.  

Terdapat Peta Lampiran SK Nomor : SK.664/Menhut-II/2009 Tanggal 15 
Oktober 2009 Skala 1 ; 100.000 dengan Luas ± 101.840 Ha.   Peta ditanda 
tangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia; H. M.S. KABAN. 

2) Terdapat dokumen Penetapan Batas Areal Kerja berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:  
SK.678/Menhut-II/2014 tanggal 13 Agustus 2014 seluas 100.989,40 
Ha di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.  Batas Areal 
Kerja sesuai Laporan Tata Batas (TBT) Nomor 144/BPKH.XXI-3/2013 
Tahun 2013. Terdapat Peta lampiran SK.678/Menhut-II/2014 tanggal 
13 Agustus 2014 skala 1:100.000 yang ditandatangani oleh Menteri 
Kehutanan; ZULKIFLI HASAN. 

3) Terdapat Surat Keputusan tentang perubahan penamaan 
baru/nomenklatur sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan RI No. SK.742/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 
tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 664/Menhut-II/2009 
tanggal 15 Oktober 2009 terkait perizinan yaitu dari Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) 
menjadi Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH) untuk 
kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. 
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Terdapat peta hasil penafsiran citra satelit pada PBPH PT Industial Forest 
Plantation tahun 2023 dengan mengambil sumber Citra Landsat 8 + ETM  
Band 654 Path/Row 118/61 Liputan Tanggal 17 Agustus 2023 serta di 
overlay dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi 
Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2020 Skala 1:250.000 
(Lampiran Keputusan Menteri   Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021) 
maka areal PBPH PT Industrial Forest Plantation berada pada kawasan 
Hutan Produksi (HP) seluas 100.645,00 Ha; Kawasan Hutan Produksi 
Terbatas (HPT) seluas 11,1 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 
333,30 Ha. Peta hasil penafsiran citra satelit pada PBPH PT Industial 
Forest Plantation tahun 2023 dibuat oleh GanisPH Canhut; BERLIN RARA 
ANDI EDA Noreg. 01210016298 dan menyetujui Direktur PBPH PT 
Industrial Forest Plantation; YOKSAN RINTO SIMANJUNTAK 

Dokumen Legalitas Perseroan 

Tersedia dokumen legal perseroan terkait pendirian perusahaan atas 
nama PBPH PT Industrial Forest Plantation lengkap, sebagai berikut : 

1) Terdapat Akte pendirian perusahaan PT Industrial Forest Plantation 
Nomor 23 tanggal 20 Februari 2008 oleh Notaris Ellys Nathalina, SH, 
MH, PPAT dan telah didaftarakan di Kemenkumham dan dicatat 
dalam Keputusan No. AHU-23586.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 07 
Mei 2008. 

2) Terdapat Akte perubahan terakhir PT Industrial Forest Plantation 
yaitu Akta No. 65 tanggal 20 Mei 2023 oleh Notaris Esther P.E. 
Jovina, SH. M.Kn dan telah disampaikan kepada KemenKUMHAM 
dan telah tercatat sesuai surat Nomor. AHU-AH.01.09-0124310 
tanggal 7 Juni 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Data Perseroan PT Industrial Forest Plantation berdasarkan Akta 
Notaris No. 65 tanggal 20 Mei 2023; Daftar Perseroan Nomor AHU-
0103921.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023. 

Sesuai Akta Perubahan Terakhir, Susunan Pemegang Saham : 

a) Pioneer Astute Sdn.Bhd. pemegang sahan sebanyak 9.612 
Lembar saham senilai Rp.       9.612.000.000,- 

b) Pioneer Sage Sdn.Bhd. pemegang sahan sebanyak 242.638 
Lembar saham senilai Rp. 242.638.000.000,- 

Sesuai Akta Perubahan Terakhir Susunan Pengurus : 

a) Direktur             :  YUSTINUS SARONO RAHARJO 

b) Komisaris          :  YOKSAN RINTO SIMANJUNTAK 

3) Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Industrial 
Forest Plantation dengan NIB No. 8120200961142 tanggal 14 
September 2018 beralamat di JL. SYARIFUDDIN YOES No. 68A-68B 
RT 045 Desa/Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan 
Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. NIB Berbasis 
Risiko diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2018 
dengan perubahan terakhir (ke-4) tanggal 18 Maret 2022. 

4) Terdapat NPWP atas nama PBPH PT Industrial Forest Plantation No. 
02.676.283.1.711.001 dengan NPWP16: 0026 7628 3171 1000 
dengan alamat JL. SYARIFUDDIN YOES No. 68A-68B RT 045 
Desa/Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota 
Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal terdaftar : 13 Maret 
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2008, NPWP PBPH PT Industrial Forest Plantation oleh Kantor KPP 
Madya Balikpapan. 

2. Verifier 1.1.1.b : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak 
pengelolaan (N/A jika tidak ada) 

Nilai : NOT APPLICABLE (N/A) 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Bahwa berdasarkan telaah dokumen RKUPHHK-HT PBPH PT Industrial 
Forest Plantation periode Tahun 2017-2026, dokumen RKTPH Tahun 2024 
dan RKTPH Tahun 2025, serta wawancara dengan Manajemen 
Representatif; Bapak EDYAH ZAID dapat diketahui bahwa tidak terdapat 
penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH.  

Namun berdasarkan verifikasi lapangan, terdapat tanda tanda perusahaan 
lain yang masuk areal dan sampai saat pelaksanaan audit masih dalam 
proses identifikasi dan masih dalam proses penyelesaian oleh GAKKUM. 

Dengan demikian maka verifier ini tidak dapat diterapkan/not applicable 
(N/A). 

 

 

Prinsip 2. 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1 Verifier 2.1.1. 
a. 

: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH 
atau RPKH) dengan lampiran- lampirannya. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: 1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HT/RKUPH Untuk Jangka waktu 10 
Tahun (Periode Tahun 2017 – 2026) atas nama PBPH PT Industrial 
Forest Plantation dan telah disetujui serta disahkan melalui Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1009/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Persetujuan 
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 
Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 - 2026 dalam rangka perbaikan 
Tata Kelola Gambut atas nama PT Industrial Forest Plantation di Provinsi 
Kalimantan Tengah.  Dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi Peta lampiran 
skala 1 : 100.000. 

2. Terdapat dokumen Perubahan RKUPH Untuk Jangka waktu 10 Tahun 
(Periode Tahun 2017 – 2026) atas nama PBPH PT Industrial Forest 
Plantation dan telah disetujui serta disahkan melalui Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.10040/MenLHK-
PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang 
Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan 
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017 - 2026 atas 
nama PT Industrial Forest Plantation di Provinsi Kalimantan Tengah.   

Dokumen RKUPH PBPH PT Industrial Forest Plantation dilengkapi dengan 
Peta Lampiran dengan judul Peta Perubahan Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode 
Tahun 2017 – 2026 Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 
Tanaman Blok Pemanenan PT Industrial Forest Plantation Kabupaten 
Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Luas ± 100.989,40 Ha dengan skala 1: 
100.000.  
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Penataan Areal Kerja sesuai Perubahan RKUPH periode Tahun 2017–2026 
PT Industrial Forest Plantation (SK No. SK.10040/MenLHK-
PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 20 Desember 2022) : 

1.  Kawasan Lindung seluas 13.682,27 Ha, terdiri : 

a. Sempadan Sungai seluas 3.579,39 Ha. 

b. KPSL seluas 6.226,83 Ha. 

c. KPPN seluas 3.891,33 Ha. 

2.  Areal Budidaya seluas 87.291,85 Ha, 

a.  Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman seluas 87.254,56 
Ha, 

1)  Areal Budidaya Hutan Tanaman seluas 78.031,45 Ha, 

2)  Areal Budidaya Kemitraan Kehutanan seluas 9.223,11 Ha, 

b.  Sarana Prasarana seluas 37,29 Ha. 
3. Terdapat dokumen Perubahan Kedua RKUPH Untuk Jangka waktu 10 

Tahun (Periode Tahun 2017 – 2026) atas nama PBPH PT Industrial 
Forest Plantation dan telah disetujui serta disahkan melalui Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8151 Tahun 2024 
tanggal 4 Juni 2024 tentang Persetujuan Perubahan Kedua Rencana 
Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan 
Hutan Periode Tahun 2017 - 2026 atas nama PT Industrial Forest 
Plantation di Provinsi Kalimantan Tengah.  

Dokumen Perubahan Kedua RKUPH PBPH PT Industrial Forest Plantation 
periode Tahun 2017 – 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Juni 2024 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan dilengkapi dengan Peta 
Lampiran Luas ± 100.989,40 Ha dengan skala 1:80.000.  Peta dibuat oleh 
Ganis PHPL Canhut; BERLIN RARA ANDI EDA Noreg. 01210016298, dan 
ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; AGUS JUSTIANTO, NIP 1960807 
198803 1 001;. 

Penataan Areal Kerja sesuai Perubahan RKUPH periode Tahun 2017–2026 
PT Industrial Forest Plantation (SK Nomor 8151 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 
2024) : 

No. Penataan areal Kerja 
Luas 

Ha % 

1. Kawasan Lindung 
58.666,2

7 
58,09 % 

Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan 
58.666,2

7 
58,09 % 

a. Pemulihan Lingkungan 
31.083,9

4 30,78 % 

1) Sempadan Sungai 3.589,40 3,55 % 

2) KPPN 
27.494,5

4 
27,23 % 

b. Keanekaragaman Hayati 
27.582,3

3 27,31 % 

1) KPSL 
27.582,3

3 27,31 % 

c. Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon - - 

2. Areal Budidaya 
41.959,4

7 41,55 % 
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a.  Swakelola 
28.078,0

8 27,80 % 

1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
28.074,8

5 27,80 % 

2) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 3,23 0,00 % 
3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan 

Penyerapan dan/atau Penyimpanan 
Karbon 

- - 

b.  Kemitraan Konsesi Pola Agroforestry 
11.860,7

8 
11,74 % 

 1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan 
HHBK 

10.787,4
5 

10,68 % 

 2) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 1.073,33 1,06 % 

 - Karet 1.000,00 0,99 % 

 - Tanaman Pangan 73,33 0,07 % 

 c,   Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut 482,46 0,48 % 

 d.  Sarana dan Prasarana 1.538,15 1,52 % 

 1) Camp 4,88 0,00 % 

 2) Pembuibitan 28,39 0,03 % 

 3) Jalan 1.504,21 1,49 % 

 4) Pemukiman 0,66 0,00 % 

3. Areal Penggunaan Lain 363,66 0,36 % 

 Total 
100.989,

40 
100,00 

% 
 

2. Verifier 2.1.2. 
b. 

: Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya 
yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 

 Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun 
berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan 
oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 

 Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan 
RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis 
PHPL Canhut 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Dokumen RKUPH Periode Tahun 2017 - 2026 

Terdapat dokumen Perubahan Kedua RKUPH Untuk Jangka waktu 10 
Tahun (Periode Tahun 2017 – 2026) atas nama PBPH PT Industrial Forest 
Plantation dan telah disetujui serta disahkan melalui Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8151 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 
2024 tentang Persetujuan Perubahan Kedua Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode 
Tahun 2017 - 2026 atas nama PT Industrial Forest Plantation di Provinsi 
Kalimantan Tengah.  

Dokumen Perubahan Kedua RKUPH PBPH PT Industrial Forest Plantation 
periode Tahun 2017 – 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Juni 2024 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan dilengkapi dengan Peta 
Lampiran Luas ± 100.989,40 Ha dengan skala 1:80.000.  Peta dibuat oleh 
Ganis PHPL Canhut; BERLIN RARA ANDI EDA Noreg. 01210016298, dan 
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ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; AGUS JUSTIANTO, NIP 1960807 
198803 1 001;. 

Penataan Areal Kerja sesuai Perubahan RKUPH periode Tahun 2017–2026 
PT Industrial Forest Plantation (SK Nomor 8151 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 
2024) : 

No. Penataan areal Kerja 
Luas 

Ha % 

1. 
Kawasan Lindung 

58.666,2
7 

58,09 % 

Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan 
58.666,2

7 58,09 % 

d. Pemulihan Lingkungan 
31.083,9

4 30,78 % 

1) Sempadan Sungai 3.589,40 3,55 % 

2) KPPN 
27.494,5

4 27,23 % 

e. Keanekaragaman Hayati 
27.582,3

3 27,31 % 

1) KPSL 
27.582,3

3 27,31 % 

f. Penyerapan dan/atau Penyimpanan 
Karbon - - 

2. 
Areal Budidaya 

41.959,4
7 41,55 % 

a.  Swakelola 
28.078,0

8 
27,80 % 

1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
28.074,8

5 
27,80 % 

2) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan 
Kayu 3,23 0,00 % 

3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan 
Penyerapan dan/atau Penyimpanan 
Karbon 

- - 

b.  Kemitraan Konsesi Pola Agroforestry 
11.860,7

8 
11,74 % 

 3) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan 
HHBK 

10.787,4
5 

10,68 % 

 4) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan 
Kayu 1.073,33 1,06 % 

 - Karet 1.000,00 0,99 % 

 - Tanaman Pangan 73,33 0,07 % 

 c,   Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut 482,46 0,48 % 

 d.  Sarana dan Prasarana 1.538,15 1,52 % 

 5) Camp 4,88 0,00 % 

 6) Pembuibitan 28,39 0,03 % 

 7) Jalan 1.504,21 1,49 % 

 8) Pemukiman 0,66 0,00 % 

3. Areal Penggunaan Lain 363,66 0,36 % 



 
 

Halaman 54 dari 75 
 

F1-02.15 Rev.1 

 
Total : 

100.989,
40 

100,00 
% 

Sumber : RKUPHHK-HT PT Industrial Forest Plantation Periode 2017-2026 

Dokumen RKTPH 

Selama periode audit Resertifikasi S-PHL pada PBPH PT Industrial Forest 
Plantation terdapat 3 (tiga) dokumen RKTPH yang dapat diverifikasi yaitu 
RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025. 

1) Terdapat dokumen RKTPH PT Industrial Forest Plantation tahun 2023 
yang disahkan secara self-approval oleh Direktur PT Industrial Forest 
Plantation No. SK.01/IFP/0101/2023 tanggal 01 Januari 2023 dan 
dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 50.000. Masa berlaku 
dokumen RKTPH Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. 
Dalam SK RKTPH Tahun 2023 terdapat beberapa target kegiatan 
sebagai berikut : 

a) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya jenis Acacia sp seluas 
2.504,9 Ha dengan volume 175.395,00 m3 dan Eucalyptus 260,20 Ha 
dengan volume 19.674,00 m3. 

b) Pemanfaatan kayu dalam rangka penyiapan lahan LOA seluas 
14.425,8 Ha dengan volume 386.240,99 m3. 

2) Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2024 pada PBPH PT Industrial Forest 
Plantation. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan adanya 
Perubahan Kedua dokumen RKUPH PBPH PT Industrial Forest 
Plantation periode Tahun 2017-2026.  Dokumen Perubahan RKTPH 
Tahun 2024 telah diterbitkan secara self-approval melalui aplikasi 
SIPASHUT dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur PBPH PT 
Industrial Forest Plantation No. 001/IFP-DIR/RKTPH-REV/VII/2024 
tanggal 29 Juni 2024.  Dokumen Perubahan RKTPH Tahun 2024 
dilampiri dengan Peta Perubahan RKTPH Tahun 2024 skala 1:100.000. 
Peta dibuat oleh GanisPH Canhut BERLIN RARA ANDI EDA NoReg. 
01210016298. 

Adapun Rencana pemanenan dan pemanfaatan kayu sesuai Surat 
Keputusan Perubahan RKTPH Tahun 2024 PBPH PT Industrial Forest 
Plantation dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Sistem Silvikultur THPB Unit I 
a.1.   Target Murni RKTPH 2024 

 a.1.1.  Hutan Tanaman : 

1.   Jenis Akasia Sp. seluas 2.734,35 Ha dengan Volume 264.319,00 M3. 

2.   Jenis Eukaliptus  seluas    209,75 Ha dengan Volume   17.007,20 M3. 

a.1.2.   Tanah kosong atau semak belukar seluas 3.129,34 Ha dengan 
volume sebesar  280,52 M3. 

a.1.3.   LOA seluas 0,00 Ha dengan volume sebesar 0,00 M3. 

a.2.   Target PWH Murni RKTPH 2024;  Nihil. 

a.3.   Target Carry Over RKTPH 2024 

a.3.1.  Hutan Tanaman : 
1.   Jenis Akasia Sp. seluas    112,82 Ha dengan Volume    13.999,40 M3. 

2.   Jenis Eukaliptus  seluas      25,69 Ha dengan Volume     1.889,61 M3. 

a.1.2.   Tanah kosong atau semak belukar seluas 830,70 Ha dengan 
volume sebesar  3.887,82 M3. 
a.1.3.   LOA seluas 0,00 Ha dengan volume sebesar 0,00 M3 



 
 

Halaman 55 dari 75 
 

F1-02.15 Rev.1 

a.4.   Target PWH Carry Over RKTPH 2024;  Nihil 

b. Sistem Silvikultur THPB Unit II 

b.1.   Target Murni RKTPH 2024 

b.1.1.  Hutan Tanaman :  Tidak ada Rencana 
b.1.2.   Tanah kosong atau semak belukar seluas 0,00 Ha dengan volume 
sebesar  0,00 M3. 

b.1.3.   LOA seluas 0,00 Ha dengan volume sebesar 0,00 M3. 

b.2.   Target PWH Murni RKTPH 2024;  Nihil. 

b.3.   Target Carry Over RKTPH 2024 

a.3.1.  Hutan Tanaman :  Tidak ada Rencana 

a.1.2.   Tanah kosong atau semak belukar seluas 0,00 Ha dengan volume 
sebesar  0,00 M3. 

a.1.3.   LOA seluas 0,00 Ha dengan volume sebesar 0,00 M3 
b.4.   Target PWH Carry Over RKTPH 2024;  Nihil 

Terdapat Lampiran Peta RKTPH Tahun 2024 PBPH PT Industrial Forest 
Plantation skala 1 : 100.000. Peta dibuat oleh GanisPH CANHUT atas nama 
BERLIN RARA ANDI EDA dengan Nomor Register 01210016298. 

3) Terdapat dokumen Perubahan Kedua RKTPH Tahun 2024 pada PBPH 
PT Industrial Forest Plantation yang telah diterbitkan secara self-
approval melalui aplikasi SIPASHUT dan telah disahkan sesuai 
keputusan Direktur PBPH PT Industrial Forest Plantation No. 02/IFP-
DIR/RKTPH-REV/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.  Dokumen 
Perubahan Kedua RKTPH Tahun 2024 dilampiri dengan Peta Perubahan 
Kedua RKTPH Tahun 2024 skala 1:100.000. Peta dibuat oleh GanisPH 
Canhut BERLIN RARA ANDI EDA NoReg. 01210016298. 

Adapun Rencana pemanenan dan pemanfaatan kayu sesuai Surat 
Keputusan Perubahan RKTPH Tahun 2024 PBPH PT Industrial Forest 
Plantation dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Sistem Silvikultur THPB Unit I 

a.1.   Target Murni RKTPH 2024 

 a.1.1.  Hutan Tanaman : 

1.   Jenis Akasia Sp. seluas 2.734,35 Ha dengan Volume 264.319,00 M3. 

2.   Jenis Eukaliptus  seluas    888,45 Ha dengan Volume   58.831,08 M3. 

a.1.2.   Tanah kosong atau semak belukar seluas 3.129,34 Ha dengan 
volume sebesar  280,52 M3. 

a.1.3.   LOA seluas 0,00 Ha dengan volume sebesar 0,00 M3. 

a.2.   Target PWH Murni RKTPH 2024;  Nihil. 

a.3.   Target Carry Over RKTPH 2024 

a.3.1.  Hutan Tanaman : 

1.   Jenis Akasia Sp. seluas    112,82 Ha dengan Volume    13.999,40 M3. 

2.   Jenis Eukaliptus  seluas      25,69 Ha dengan Volume     1.889,61 M3. 
a.1.2.   Tanah kosong atau semak belukar seluas 830,70 Ha dengan 
volume sebesar  3.887,82 M3. 

a.1.3.   LOA seluas 0,00 Ha dengan volume sebesar 0,00 M3 

a.4.   Target PWH Carry Over RKTPH 2024;  Nihil 

b. Sistem Silvikultur THPB Unit II 
b.1.   Target Murni RKTPH 2024 

b.1.1.  Hutan Tanaman :  Tidak ada Rencana 
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b.1.2.   Tanah kosong atau semak belukar seluas 0,00 Ha dengan volume 
sebesar  0,00 M3. 

b.1.3.   LOA seluas 0,00 Ha dengan volume sebesar 0,00 M3. 

b.2.   Target PWH Murni RKTPH 2024;  Nihil. 

b.3.   Target Carry Over RKTPH 2024 

a.3.1.  Hutan Tanaman :  Tidak ada Rencana 

a.1.2.   Tanah kosong atau semak belukar seluas 0,00 Ha dengan volume 
sebesar  0,00 M3. 
a.1.3.   LOA seluas 0,00 Ha dengan volume sebesar 0,00 M3 

b.4.   Target PWH Carry Over RKTPH 2024;  Nihil 

Terdapat Lampiran Peta Perubahan RKTPH Tahun 2024 PBPH PT 
Industrial Forest Plantation skala 1 : 100.000. Peta dibuat oleh GanisPH 
CANHUT atas nama BERLIN RARA ANDI EDA dengan Nomor Register 
01210016298. 

4) Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2025 yang telah diterbitkan secara 
self-approval melalui aplikasi SIPASHUT dan telah disahkan sesuai 
keputusan Direktur PBPH PT Industrial Forest Plantation No. 001/IFP-
DIR/RKTPH/I/2025 tanggal 12 Januari 2025..  Dokumen RKTPH Tahun 
2025 dilampiri dengan Peta RKTPH Tahun 2025 skala 1:100.000. Peta 
dibuat oleh GanisPH Canhut BERLIN RARA ANDI EDA No. Reg. 
01210016298. 

Adapun Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan 
Tanaman) kayu sesuai Surat Keputusan RKTPH Tahun 2025 PBPH PT 
Industrial Forest Plantation dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Sistem Silvikultur THPB Unit I 

a.1.   Target Murni RKTPH 2025 

 a.1.1.  Hutan Tanaman : Jenis Akasia Sp. seluas 1.268,18 Ha dengan 
Volume 103.129,00 M3. 

a.1.2.   Tanah kosong atau semak belukar seluas 2.765,36 Ha dengan 
volume sebesar  209,21 M3. 

a.1.3.   LOA seluas 0,00 Ha dengan volume sebesar 0,00 M3. 

a.2.   Target PWH Murni RKTPH 2025;  Nihil. 
a.3.   Target Carry Over RKTPH 2025 

a.3.1.  Hutan Tanaman : 

1.   Jenis Akasia Sp. seluas    2.519,95 Ha dengan Volume    238.011,40 
M3. 

2.   Jenis Eukaliptus  seluas      415,26 Ha dengan Volume     18.219,91 M3. 
a.1.2.   Tanah kosong atau semak belukar seluas 830,70 Ha dengan 
volume sebesar  3.887,82 M3. 

a.1.3.   LOA seluas 0,00 Ha dengan volume sebesar 0,00 M3 

a.4.   Target PWH Carry Over RKTPH 2025;  Nihil 

b. Sistem Silvikultur THPB Unit II 

b.1.   Target Murni RKTPH 2025 

b.1.1.   Hutan Tanaman :  Tidak ada Rencana 

b.1.2.   Tanah kosong atau semak belukar seluas 0,00 Ha dengan volume 
sebesar  0,00 M3. 
b.1.3.   LOA seluas 0,00 Ha dengan volume sebesar 0,00 M3. 

b.2.   Target PWH Murni RKTPH 2025;  Nihil. 
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b.3.   Target Carry Over RKTPH 2025 

a.3.1.   Hutan Tanaman :  Tidak ada Rencana 

a.1.2.   Tanah kosong atau semak belukar seluas 0,00 Ha dengan volume 
sebesar  0,00 M3. 

a.1.3.   LOA seluas 0,00 Ha dengan volume sebesar 0,00 M3 

b.4.   Target PWH Carry Over RKTPH 2024;  Nihil 

5) Penerbitan RKTPH tahun 2024 dan RKTPH tahun 2025 serta pembuatan 
peta lampirannya dilakukan oleh GANISPH CANHUT atas nama BERLIN 
RARA ANDI EDA dengan Nomor Register 01210016298 dengan masa 
berlaku Register 24 November 2021 s/d 24 November 2024.  
Persetujuan Penugasan Kepala BPHP Wilayah X Palangkaraya sesuai 
SiGANISHUT Nomor 101221017 tanggal 9 Desember 2021 dengan 
masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 24 November 2024. 

Ganis PHPL Canhut 

Terdapat 2 (dua) orang personil GanisPH CANHUT pada PBPH PT 
Industrial Forest Plantation yang telah diunggah pada sistem SIGANISHUT 
dan telah mendapatkan Surat Penugasan dari Kepala BPH Wilayah X 
Palangkaraya sesuai dalam system SiGANISHUT degan uraian sebagai 
berikut : 

1) GanisPH CANHUT atas nama ARI JUNADI dengan Nomor Register 
01220016098 dengan masa berlaku Register 11 Maret 2022 s/d 11 
September 2025.  Persetujuan Penugasan Kepala BPHP Wilayah X 
Palangkaraya sesuai SiGANISHUT Nomor 10082093 tanggal 11 
Agustus 2023 dengan masa berlaku penugasan sampai dengan 
tanggal 11 September 2025. 

2) GanisPH CANHUT atas nama BERLIN RARA ANDI EDA dengan 
Nomor Register 01210016298 dengan masa berlaku Register 24 
November 2021 s/d 24 November 2024.  Persetujuan Penugasan 
Kepala BPHP Wilayah X Palangkaraya sesuai SiGANISHUT Nomor 
101221017 tanggal 9 Desember 2021 dengan masa berlaku 
penugasan sampai dengan tanggal 24 November 2024. 

3 Verifier 2.2.1. a. : Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Industrial Forest Plantation telah melaksanakan kegiatan Timber 
Cruising pada areal hutan alam dan kegiatan PHI (PreHarvest Inventory) 
pada areal hutan tanaman untuk menghitung potensi hasil hutan yang akan 
direncanakan. 

a) Kegiatan timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2024 dilakukan 
pada areal hutan alam (LOA/Semak Belukar) dan pada areal hutan 
tanaman dengan metode yang telah ditetapkan.  Pada areal hutan 
alam kegiatan timber cruising dilakukan dengan metode jalur sesuai 
dengan acuan Permenhut No. 8 Tahun 2021 Lampiran IX.  Sedangkan 
pada areal hutan tanaman kegiatan timber cruising dilakukan dengan 
metode Pre-Harvest Inventory dengan intensitas sampling 1% s/d 5%. 

b) Terdapat Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum 
Penebangan (ITSP) pada areal Hutan Alam (LOA/Semak Belukar) 
RKTPH tahun 2024 (Murni) seluas 1.234,73 Ha dengan volume 
4.167,98 M3. 
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c) Kelengkapan Dokumen kegiatan timber cruising pada PBPH PT 
Industrial Forest Plantation dapat diverifikasi antara lain: 

a. Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan pada 
Rencana Blok Tahun 2024 yang disusun oleh Tenaga Professional 
Bidanga Kehutanan, GanisPH CANHUT; BERLIN RARA’ ANDI EDA 
dengan Nomor Register 01210016298 dan telah disetujui pada 
tanggal 5 Juli 2024 Nomor 01/IFP-DIR/RLHC/XII/2024 oleh Direktur 
PBPH PT Industrial Forest Plantation; YUSTINUS SARONO 
RAHARJO. 

b. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan 
(ITSP). 

c. Dokumen Pakta Integritas kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi 
Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada Rencana Blok Tahun 
2024 dan RKTPH 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
Tenaga Professional Bidang Kehutanan, GanisPH CANHUT; 
BERLIN RARA’ ANDI EDA dengan Nomor Register 01210016298. 

d. Terdapat Surat Keputusan Direktur PBPH PT Industrial Forest 
Plantation tentang Tim Invetarisasi Tegakan Sebelum Penebangan 
(ITSP) pada areal Rencana Blok Tahun 2024 Nomor: 01/IFP-
DIR/RLHC/XII/2024 tanggal 5 Juli 2024. SK ditandatangani oleh 
Direktur PBPH PT Industrial Forest Plantation; YUSTINUS SARONO 
RAHARJO. 

e. Peta Penyebaran Pohon yang dibuat dengan Skala 1 : 10.000 

d) Terdapat Rekapitulasi hasil inventarisasi tegakan pada hutan tanaman 
metode PHI pada CO. RKTPH tahun 2024 luas 2.212,24 Ha dengan 
Volume 147.905,47 m3. 

e) Terdapat dokumen Pakta Integritas pelaksanaan timber cruising 
RKTPH 2025 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 7 Januari 
2025 oleh GanisPH Canhut BERLIN RARA ANDI EDA dengan Nomor 
Register 01210016298 dan Direktur PBPH PT Industrial Forest 
Plantation ; YUSTINUS SARONO RAHARJO. 

Berdasarkan pengamatan lapangan dapat ditemukan tanda-tanda 
pelaksanaan kegiatan inventarisasi di lapangan.  Inventarisasi tegakan 
pada hutan alam terdapat jalur jalur inventarisasi dan label barcode pada 
pohon yang akan ditebang, antara lain: 

1) Pohon ditebang dengan ID-barcode 
1701A161DFP0000000001216815 terletak pada petak D.013 dengan 
koordinat S: 01° 46’ 50,23’’ dan E: 114° 13’ 23,44”.  

2) Pohon ditebang dengan ID-barcode 
1701A161DFP0000000001216815 terletak pada petak D.013 dengan 
koordinat S: 01° 46’ 49,77’’ dan E: 114° 13’ 23,28”.  

3) Pohon ditebang dengan ID-barcode 
1701A161DFP0000000001216818 terletak pada petak D.013 dengan 
koordinat S: 01° 46’ 48,87’’ dan E: 114° 13’ 25,33”. 

4) Pohon ditebang dengan ID-barcode 
1701A161DFP0000000001216819 terletak pada petak D.013 dengan 
koordinat S: 01° 46’ 48,81’’ dan E: 114° 13’ 25,34”. 

5) Pohon ditebang dengan ID-barcode 
1701A161DFP0000000001216892 terletak pada petak D.013 dengan 
koordinat S: 01° 46’ 50,53’’ dan E: 114° 13’ 22,26”. 



 
 

Halaman 59 dari 75 
 

F1-02.15 Rev.1 

6) Inventarisasi pada hutan tanaman (PHI), terdapat patok titik pusat plot 
pengamatan pohon dan label hasil pengukuran diameter dan 
pengukuran tinggi pohon sample terpilih pada kegiatan PHI (Pre 
Harvesting Inventory) di petak C,129 Plot A.002 pada pada titik 
koordinat  S: 01° 48’ 02,24’’ dan E: 114° 10’ 37,90” serta di petak 
C,119 Plot B.003 pada pada titik koordinat  S: 01° 48’ 02,31’’ dan E: 
114° 10’ 44,49” diperoleh kesesuaian data potensi dengan kondisi di 
lapangan. 

4. Verifier 2.2.1. 
b. 

: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah 
mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh 
ditebang dan bukti implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Industrial Forest Plantation telah memiliki dokumen penetapan 
yang memuat areal tidak boleh ditebang/kawasan lindung serta dapat 
diverifikasi keberadaannya di lapangan.  

Penetapan areal yang tidak boleh ditebang atau areal Kawasan lindung 
telah ditetapkan melalui dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2017-
2026, melalui surat keputusan penetapan Kawasan lindung oleh Direktur 
serta telah digambarkan dengan jelas didalam peta RKUPH maupun peta 
RKTPH dengan menggunakan warna merah maron. 

Pada saat pelaksanaan audit Resertifikasi S-PHL pada PBPH PT Industrial 
Forest Plantation dapat diverifikasi keberadaan pengelolaan areal yang 
tidak boleh ditebang dengan beberapa bukti berupa verifikasi dokumen 
maupun bukti verifikasi lapangan antara lain sebagai berikut 

1) Peta Lampiran RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026 PT Industrial 
Forest Plantation Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Luas 
± 100.989,40 Ha dengan skala 1:80.000. 

2) Terdapat Lampiran Peta Perubahan RKTPH Tahun 2024 PBPH PT 
Industrial Forest Plantation skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh 
GanisPH CANHUT atas nama BERLIN RARA ANDI EDA dengan 
Nomor Register 01210016298. 

3) Terdapat Lampiran Peta RKTPH Tahun 2025 PBPH PT Industrial 
Forest Plantation skala 1 : 100.000. Peta dibuat oleh GanisPH 
CANHUT atas nama BERLIN RARA ANDI EDA dengan Nomor Register 
01210016298. 

4) Surat Keputusan Direktur PBPH PT Industrial Forest Plantation tentang 
Penetapan Kawasan Lindung pada areal PBPH PT Industrial Forest 
Plantation Nomor: 016/DIR/IFP/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang 
ditetapkan berdasarkan pada dokumen Revisi RKUPHHK-HT periode 
Tahun 2017 – 2026 sesuai dengan Keputusan Mentri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor 8151 Tahun 2024. dengan rincian: 

No
. Kawasan Lindung 

Luas 

Ha % dari Total 

1. Kawasan Lindung Sempadan Sungai 3.589,40 3,55 

2.  Kawasan Perlindungan Satwa Liar 
(KPSL)  

27.582,33 27,31 

3. Kawasa Perlindungan Plasma Nutfah 
(KPPN) 

27.494,54 27,22 

 Total Kawasan Lindung 58.666,27 58,09 
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Kawasan yang dilindungi telah digambarkan dengan jelas di peta RKTPH 
Tahun 2024 maupun di RKTPH Tahun 2025 berupa Kawasan areal 
Konservasi, Sempadan sungai dengan gambar buferzone sempadan 
dengan warna merah kecoklatan. Demikian pula real KPPN maupun areal 
KPSL telah digambarkan deleniasinya dengan warna merah di peta. 

Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas areal yang 
tidak boleh ditebang sebagai berikut : 
1) Kawasan Lindung Sempadan Sungai DAHANEN BESAR pada 

koordinat S: 01˚ 46’ 35,62” dan E: 114˚ 14’ 24,25”. 

2) Kawasan Lindung Sempadan Sungai ASAM pada koordinat S: 01˚ 36’ 
41,74” dan E: 114˚ 08’ 23,92”. 

3) Kawasan Lindung Sempadan Sungai UMPAH pada koordinat S: 01˚ 
49’ 46,94” dan E: 114˚ 09’ 47,16”. 

4) Kawasan Lindung Sempadan Sungai UPAK pada koordinat S: 01˚ 41’ 
28,35” dan E: 114˚ 09’ 05,43”. 

5) Kawasan Lindung Areal KPSL pada koordinat S: 01˚ 43’ 00,43” dan E: 
114˚ 08’ 25,70”. 

5. Verifier 
2.2.1.c 

: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di 
peta dan implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Industrial Forest Plantation telah melakukan Penandaan lokasi 
blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti 
keberadaan implementasinya di lapangan. 

Dapat diverifikasi : 

1) Terdapat Lampiran Peta Perubahan RKTPH Tahun 2024 PBPH PT 
Industrial Forest Plantation skala 1 : 100.000. Peta dibuat oleh 
GanisPH CANHUT atas nama BERLIN RARA ANDI EDA dengan 
Nomor Register 01210016298. 

2) Terdapat Lampiran Peta RKTPH Tahun 2025 PBPH PT Industrial 
Forest Plantation skala 1 : 100.000. Peta dibuat oleh GanisPH 
CANHUT atas nama BERLIN RARA ANDI EDA dengan Nomor Register 
01210016298. 

3) Terdapat dokumen Berita Acara Pemasangan Patok Batas 
Kompartemen RKTPH 2024 Nomor: 003/BA/PLN-IFP/V/2025 tanggal 5 
Mei 2025. 

4) Terdapat dokumen Berita Acara Pemasangan Patok Batas 
Kompartemen RKTPH 2024 Nomor: 002/BA/PLN-IFP/XII/2024 tanggal 
15 Desember 2024. 

5) Terdapat dokumen Berita Acara Pemasangan Plang RKTPH 2024 
Nomor: 001/BA/PLN-IFP/I/2024 tanggal 3 Januari 2024. 

6) Terdapat dokumen Berita Acara Pemasangan Patok Batas Blok RKT 
Nomor: 005/BA/PLN-IFP/V/2025 tanggal 16 Mei 2025. 

7) Terdapat dokumen Berita Acara Pemasangan Plang RKTPH 2025 
Nomor: 001/BA/PLN-IFP/I/2025 tanggal 2Januari 2025. 

Verifikasi lapangan dengan bantuan aplikasi Avenza Map menggunakan 
HP Android, mendapatkan bahwa dapat dipastikan adanya kesesuain 
penandaan batas blok maupun batas petak pada areal RKTPH 2024 
maupun pada areal RKTPH 2025 dan implementasi lapangan telah sesuai. 
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Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok 
batas di lapangan pada batas blok dan petak RKTPH 2024 maupun RKTPH 
2025 yang sesuai di lapangan. 

1) Plang Blok RKTPH Tahun 2024 Murni pada titik koordinat S: 01° 45’ 
50,38” dan E: 114° 14’ 36,09”. 

2) Plang Blok RKTPH Tahun 2023 pada titik koordinat S: 01° 48’ 19,69” 
dan E: 114° 09’ 20,93”. 

3) Plang Blok RKTPH Tahun 2025 Carry over 2024 pada titik koordinat 
S: 01° 50’ 04,48” dan E: 114° 09’ 47,98”. 

4) Plang Blok RKTPH Tahun 2025 Murni pada titik koordinat S: 01° 46’ 
11,00” dan E: 114° 08’ 44,00”. 

5) Plang Batas Blok RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH 2025 pada titik 
koordinat S: 01° 45’ 18,66” dan E: 114° 14’ 41,63”. 

6) Patok Batas Petak D011 dan petak D012 RKTPH 2025 pada titik 
koordinat S: 01° 46’ 57,35” dan E: 114° 13’ 34,56”. 

7) Patok Batas Petak D011 dan petak D012 RKTPH 2025 pada titik 
koordinat S: 01° 46’ 57,35” dan E: 114° 13’ 34,56”. 

6. Verifier 2.2.1. 
d 

: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh 
alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk 
pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Industrial Forest Plantation merupakan PBPH Hutan Tanaman 
namun masih melakukan pemanfaatan kayu tumbuh alami pada areal yang 
digunakan untuk penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan 
budidaya HTI di hutan produksi. 

Terdapat rencana pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari hutan alam 
pada RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 
sebagai berikut: 

 

Dapat diverifikasi bahwa Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami 
pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman masih sesuai. 

No
. 

Rencana 
Tebang Tahun 

Rencana Tebang 
Realisasi 

Penebangan Persentase (%) 

 Luas 
(Ha)   Vol. (M3)  Luas (Ha) 

 Vol. 
(M3)  

 
Luas   Vol. (M3)  

1 
RKTPH Tahun 
2023 

   
14.425,6

0 

   
386.240,9

3  

         
865,70 

   
184.194,

90 
 6,00 48% 

2 
RKTPH Tahun 
2024 

      
3.129,38 

       
4.167,98  

      
2.088,71 

       
2.312,87 

 66,7
4 

55% 

3 
RKTPH Tahun 
2025 

      
2.765,36 

       
4.097,03  

                  
- 

                   
-     0% 
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Prinsip 3. 

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

 

1 Verifier 3.1.1.a : Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Bahwa PBPH PT Industrial Forest Plantation telah melakukan 
penatausahaan kayu secara online menggunakan SIPUHH Online.  
Terdapat sarana dan prasarana untuk penatausahaan kayu yang 
diperlukan baik itu perangkat keras maupun sumberdaya manusianya. 

Selama periode audit bulan Mei 2023 sampai dengan bulan April 2025, 
PBPH PT Industrial Forest Plantation telah menerbitkan Buku Ukur yang 
seterusnya telah diterbitkan LHP. Terdapat buku ukur yang telah dibuat di 
TPK Hutan oleh penanggungjawab P2LHP atas nama JUPITER LIMBONG 
dengan Nomor Register SiGANISHUT 23230014780. 

Terdapat penerbitan LHP yang telah dibuat berdasarkan Buku Ukur selama 
periode audit dengan rincian sebagai berikut : 

No. Periode 
Penerbitan LHP 

LHP Kayu Hutan Alam / LOA LHP Kayu Hutan Tanaman 

Jml. 
LHP 

Batan
g Volume Jml. 

LHP SM Volume 

1. 
RKTPH 2023 
(Mei s/d Des. 
2023) 

17 set 74.812 88.821,9
2 5 set  36.817,50 

2. 
RKTPH 2024 
(Jan. s/d Des. 
2024) 

6 set 3.621 2.312,87 24 set  86.428,67 

3. RKTPH 2025  Nihil Nihil Nihil Nihil  Nihil 

 Jumlah :  
78.43

3 
91.134,7

9   
123.246,1

7 

Penerbitan LHP telah dilakukan di TPK Hutan PBPH PT Industrial Forest 
Plantation oleh penanggungjawab P2LHP atas nama JUPITER LIMBONG 
dengan Nomor Register SiGANISHUT 23230014780 

PBPH PT Industrial Forest Plantation telah menetapkan lokasi TPn dan TPK 
Hutan sesuai keputusan Direktur PBPH PT Industrial Forest Plantation 
serta penetapan lokasi TPK Antara berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut : 

1) Penetapan TPn berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Industrial 
Forest Plantation Nomor: 05/IFP-SSL/SK.DIR/I/2025 tanggal 2 Januari 
2025. 

2) Penetapan Lokasi TPK Hutan berdasarkan Surat Keputusan Direktur 
PT Industrial Forest Plantation Nomor: 06/IFP-SSL/SK.DIR/I/2025 
tanggal 2 Januari 2025. 

3) Penetapan Lokasi TPK Antara berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 
522/SK/17/II.3/DISHUT tanggal 24 Januari 2023.  SK ditetapkan dan 
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Tengah; AGUSTAN SAINING, S.Hut. MSi. NIP. 19770817 199703 1 
003. 

Bahwa PBPH PT Industrial Forest Plantation  telah melakukan 
penatausahaan kayu secara online menggunakan SIPUHH Online.  
Terdapat sarana dan prasarana untuk penatausahaan kayu yang 
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diperlukan baik itu perangkat keras maupun sumberdaya manusianya.  
Seterusnya PBPH PT Industrial Forest Plantation telah menunjuk Operator 
SIPUHH atas nama ADE IRFANSYAH berdasarkan Surat Keputusan 
Direktur Nomor: 58/IFP-SSL/DIR/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024. 

Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat pada PBPH PT Industrial 
Forest Plantation selama periode audit Resertifikasi S-PHL bulan Mei 2023 
s/d bulan April 2025, posisi mutasi kayu bulat dapat dirangkum sebagai 
berikut: 

No. Uraian 
Kayu Hutan Alam Kayu Hutan 

Tanaman 

Batang Volume Volume 

1. Stok Awal (Mei 2023) 105.171 95.031,37 50.727,13 

2. Penambahan (LHP) 78.433 91.134,79 123.246,17 

3. Pengurangan (DKDS dan 
Penjualan) 176.321 168.932,6

9 173.973,30 

4. Stok Akhir saat audit 7.283 17.233,47 0,00 

 

Uji petik kesesuaian  

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap 
sampel Log di TPK Hutan Petak F.036 pada koordinat S: 01° 32’ 04,68” 
dan E: 114° 09’ 31,25” sebanyak 730 batang. Hasil uji petik mendapatkan 
tidak terdapat perbedaan hasil antara dokumen dengan pengukuran 
terhadap jenis dan jumlah batang.  Perbedaan terjadi terhadap hasil 
pengukuran volume dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat 
diterima dengan hasil uji petik : 

- Nomor kayu : SESUAI 

- Jenis Kayu  : SESUAI 

- Perbedaan volume  :  Volume LHP 392,09 m3, pengukuran uji 
petik 396,46 m3 

Selisih pengukuran 4,37 atau 1,10 % 
Uji petik dapat diterima dengan nilai kurang dari 5%. 

Uji petik terhadap stok kayu hutan tanaman tidak dapat dilakukan karena 
posisi stok kayu hutan tanaman nihil. 

Kegiatan uji petik terhadap sampling penomoran barcode pada batang 
kayu telah dilakukan di TPK Hutan F036 dan penomoran batang telah 
sesuai dengan kayu di LHP dan kayu telah diLHP-kan serta dibayar 
kewajiban PSDH dan DRnya. 

2 Verifier 3.1.2.a : Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah 
dilindungi dokumen angkutan yang sah 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen SKSHHK selama periode audit 
Resertifikasi bulan Mei 2023 s/d bulan April 2025, PBPH PT Industrial 
Forest Plantation telah menerbitkan Dokumen SKSHHK yang dipergunakan 
untuk menjamin keabsahan dan legalitas pemindahan/pengangkutan kayu 
log dari Kawasan Hutan ke luar areal.  Dokumen SKSHHK telah diterbitkan 
untuk pengangkutan kayu log dari TPK Hutan ke Industry, dari TPK Hutan 
ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke Industri. 

N
o 

Penerbitan SKSHHK LHP Kayu Hutan Alam / LOA 
LHP Kayu Hutan 

Tanaman 
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Jumlah  
SKSHH

K 
Btg Volume 

Jumlah 
SKSHH

K 

S
M Volume 

1. Dari TPK Hutan ke Industri       

 
a. RKTPH 2023 (Mei. s/d Des. 

2023) 
2.394 66.376 42.845,13    

 
b. RKTPH 2024 (Jan. s/d Des. 

2024) 1.811 60.504 36.452,06    

 
c. RKTPH 2025 (Jan. s/d Mei 

2025) 
      

        

2. Dari TPK Hutan ke TPK Antara       

 
a. RKTPH 2023 (Mei. s/d Des. 

2023) 
379 339 12.331,08 2.046  60.850,65 

 
b. RKTPH 2024 (Jan. s/d Des. 

2024) 
7 222 148,12 2.913  85.011,39 

 
c. RKTPH 2025 (Jan. s/d Mei 

2025) 
   33  904,92 

        

3. Dari TPK Antara ke Industri       

 
a. RKTPH 2023 (Mei. s/d Des. 

2023) 
7 515 317,32 23  85.699,58 

 
b. RKTPH 2024 (Jan. s/d Des. 

2024) 
15 374 317,18 16  69.463,90 

 c. RKTPH 2025 (Jan. s/d Mei 
2025) 

   3  11.509,35 

        

Guna kelancaran pelaksanaan penata usahaan hasil hutan kayu, PBPH PT 
Industrial Forest Plantation telah menunjuk dan menugaskan personil 
GanisPH PKB sebagai P2SKSHHK maupun sebagai P3KB dengan rincian 
sebagai berikut: 

No Nama Register  Jabatan 
No. 

Penempata
n  

No. 
Penugasa

n   

1 Sunardi 2323000715
9 P2LHP 1027072190

60 
10082301

2 
 

2 Jupitar 
Limbong 

2323001478
0 P2LHP 1092957968

00 
10072306

0 
 

3 
Iwan 
Mulyawan 

2323000247
8 

P2SKSHHK 
TPKH 

1020881674
65 

10092307
6 

 

4 Ade Irfansyah 
2324002176

5 P2LHP 
1071764290

19 
10082405

2 
 

5 Deli 2324002176
6 

P2SKSHHK 
TPKH 

1089563156
31 

10082405
4 

 

6 Edwin 
Kristianto,  

2323001475
0 P3KB 1096195010

19 
10062408

2 
 

PBPH PT Industrial Forest Plantation telah menetapkan lokasi TPn dan TPK 
Hutan sesuai keputusan Direktur PBPH PT Industrial Forest Plantation 
serta penetapan lokasi TPK Antara berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut : 

4) Penetapan TPn berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Industrial 
Forest Plantation Nomor: 05/IFP-SSL/SK.DIR/I/2025 tanggal 2 Januari 
2025. 

5) Penetapan Lokasi TPK Hutan berdasarkan Surat Keputusan Direktur 
PT Industrial Forest Plantation Nomor: 06/IFP-SSL/SK.DIR/I/2025 
tanggal 2 Januari 2025. 

6) Penetapan Lokasi TPK Antara berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 
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522/SK/17/II.3/DISHUT tanggal 24 Januari 2023.  SK ditetapkan dan 
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Tengah; AGUSTAN SAINING, S.Hut. MSi. NIP. 19770817 199703 1 
003. 

Bahwa PBPH PT Industrial Forest Plantation  telah melakukan 
penatausahaan kayu secara online menggunakan SIPUHH Online.  
Terdapat sarana dan prasarana untuk penatausahaan kayu yang 
diperlukan baik itu perangkat keras maupun sumberdaya manusianya.  
Seterusnya PBPH PT Industrial Forest Plantation telah menunjuk Operator 
SIPUHH atas nama ADE IRFANSYAH berdasarkan Surat Keputusan 
Direktur Nomor: 58/IFP-SSL/DIR/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024. 

3. Verifier 3.1.3.a : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH 
atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PBPH PT 
Industrial Forest Plantation telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online 
sesuai ketentuan. Terdapat penggunaan ID-Barcode pada bontos kayu dan 
tunggak kayu. Di samping itu pada bontos kayu juga diberi penomoran 
produksi dengan menggunakan plastic ekolin warna merah atau 
menggunakan palstik ekolin warna putih yang bertuliskan nomor produksi 
untuk memudahkan pelacakan nomor produksi dengan nomor barcode 
yang ada. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dapat diverifikasi penggunaan 
barcode yang dilakukan di TPK Hutan seluruh kayu yang sudah di LHP kan 
sudah dilengkapi barcode dan label nomor produksi : 

a. Label ID-Barcode SIPUHH dengan plastic ecolin warna Kuning  

b. Label dengan ecolin warna merah atau warna putih dengan tulisan 
warna hitam untuk keterangan nomor produksi kayu log. 

Hasil Pengamatan terhadap penandaan PUHH berupa pemasangan ID 
Barcode pada setiap batang kayu di TPK Hutan yang dapat dibaca dengan 
barcode scanner dapat dilakukan secara langsung.  Penandaan berupa 
Label ID Barcode, label ekolin warna kuning atau putih untuk kode nomor 
produksi. 

Pada saat observasi lapangan diketahui bahwa di lapangan terdapat stok 
kayu hutan tanaman namun masih belum dibuatkan buku ukur maupun di 
LHP kan. Hasil pemeriksaan pemasangan identitas kayu di lapangan pada 
tumpukan kayu menggunakan karpet warna kuning dengan identitas 
sebagai berikut : Nama Perusahaan, Nomor Stapel Meter , Nomor LHP, 
Compartemen, RKT, Jenis KBK, Panjang, Tinggi Rata-Rata, Tanggal dan 
Volume            

4. Verifier 3.2.1.a : Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan 
dibayar lunas.  

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: Pada pelaksanaan audit Resertifikasi S-PHL pada PBPH PT Industrial 
Forest Plantation dapat diverifikasi bahwa SPP PSDH dan DR telah 
diterbitkan sesuai dengan LHP baik dari kelompok jenis, volume dan tarif 
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban PSDH dan 
DR diterbitkan melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan. 
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Pada periode audit Resertifikasi S-PHL (Mei 2023 – April 2025) dapat 
diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH untuk kayu dari hutan alam 
dan PSDH dari kayu budidaya telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan 
yaitu LHP pada RKT Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025. Kode 
Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBP sesuai ketentuan, dengan 
total DR dan PSDH yaitu sebagai berikut :  

Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT 
Industrial Forest Plantation telah melakukan pembayaran sesuai dengan 
NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBP. 

Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Industrial Forest Plantation, 
dapat diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai 
kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan 
tidak terdapat tunggakan PNBP. 

Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Industrial Forest Plantation, 
diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai 
kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan 
tidak terdapat tunggakan PNBP. 

 Realisasi pembayaran PSDH: 

No. Periode Penerbitan LHP 
Kayu Hutan Alam / LOA Kayu Hutan 

Tanaman 

PSDH DR (US$) DR (Rp.) PSDH 

1. RKTPH 2023 (Mei s/d Des. 2023) 4.294.299.5
40 

795.286,5
5 - 309.267.000 

2. RKTPH 2024 (Jan. s/d Des. 2024) 144.932.240 26.308,64 51.998.64
4 726.001.164 

3. RKTPH 2025      

 Jumlah : 4.439.231.7
80 

821.595,1
9 

51.998.64
4 1.035.268.164 

Sumber : TUK PBPH PT Industrial Forest Plantation 

5. Verifier 3.3.1. : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk 
sertifikasi awal) 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Bahwa PBPH PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Sertifikat 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) No. 037.SPHPL.019-IDN dan 
Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL PT 
Trustindo Prima Karya.  Sertifikat PHPL PT Industrial Forest Plantation 
dengan Predikat BAIK berlaku dari tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan 
tanggal 17 Juni 2025.  

Hasil pemeriksaan dilapangan dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor PHL-
62-01-0003 yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos kayu 
dari hutan alam dan pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan 
sebelumnya. Penggunan Tanda V-Legal oleh Industrial Forest Plantation 
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Prinsip 4. 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

 

1
. 

Verifier 4.1.1. : Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen terkait lingkungan 
sebagai berikut :  

a. Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup 
(ANDAL) atas nama PT Industrial Forest Plantation untuk areala 
seluas ± 101.840 Hektar di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan 
Tengah, yang telah disusun pada tahun 2009. 

b. Dokumen Rencana Pengelolaan lingkungan (RKL) atas nama PT 
Industrial Forest Plantation untuk areal seluas ± 101.840 Hektar di 
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah disusun 
pada tahun 2009. 

c. Dokumen Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) atas nama PT 
Industrial Forest Plantation untuk areal seluas ± 101.840 Hektar di 
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah disusun 
pada tahun 2009. 

Dokumen lingkungan atas nama PT Industrial Forest Plantation telah 
mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur 
Kalimantan Tengah No. 188.44/318/2009 tanggal 5 September 2009 
tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT Industrial 
Forest Plantation Seluas 101.840 Hektar di Kabupaten Kapuas Provinsi 
Kalimantan Tengah. SK tersebut ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan 
Tengah a/n Agustin Teras Narang tanggal 5 September 2009. Terdapat 
tanda tangan dan cap stempel basah Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah 

2
. 

Verifier 4.1.2. 
a. 

: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Hasil verifikasi perihal ketersediaan dokumen RKL dan RPL pada PBPH PT 
Industrial Forest Plantation  dapat disampaikan bahwa penyusunan 
Dokumen Lingkungan RKL dan RPL menjadi satu paket dengan kegiatan 
penyusunan dokumen AMDAL. 

Terdapat Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Industrial Forest Plantation telah 
disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang dibuat dan telah 
mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kalimantan Tengah melalui SK. 
No. 188.44/318/2009 tanggal 5 September 2009, sebagai satu paket 
dengan dokumen AMDAL. 

Beberapa komponen yang dikelola berdasarkan dokumen rencana 
pengelolaan lingkungan (RKL) dan dipantau berdasarkan dokumen 
rencana pemantauan lingkungan (RPL) pada PT Industrial Forest Plantation 
antara lain adalah: 

a. Komponen Fisik Kimia 
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b. Komponen Biologi 

c. Komponen Sosial, Ekonomi dan Budaya, serta 

d. Komponen Kesehatan Masyarakat. 

Dalam Matrik RKL PT Industrial Forest Plantation , tertulis jenis dampak 
penting yang akan dikelola/dikendalikan/ditanggulang 

3
. 

Verifier 4.1.2. 
b. 

: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak 
penting aspek fisik- kimia, biologi dan social yang sudah 
dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari 
dokumen RKL dan RPL yang telah disusun dan ditetapkan pada PBPH PT 
Industrial Forest Plantation. 

PBPH PT Industrial Forest Plantation telah melaksanakan kegiatan 
pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti telah disampaikan dalam 
Laporan tiap Semestar Pelaksanaan RKL - RPL pada Tahun 2023 dan 
Tahun 2024 sebagai berikut : 

a. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk 
Semestar I tahun 2023.  Laporan telah disampaikan/dilaporkan kepada 
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem 
Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).  Terdapat 
Bukti pelaporan RKL – RPL melalui Sistem Informasi Pelaporan 
Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) dengan ID-TTE: 1701490295-
5484; Periode TTE: 1 Januari 2023 s/d. 30 Juni 2023 dan waktu Cetak 
TTE tanggal 2 Desember 2023. 

b. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk 
Semestar II tahun 2023.  Laporan telah disampaikan/dilaporkan 
kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem 
Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).  Terdapat 
Bukti pelaporan RKL – RPL melalui Sistem Informasi Pelaporan 
Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) dengan ID-TTE: 1736322058-
5484; Periode TTE: 1 Januari 2023 s/d. 31 Desember 2023 dan waktu 
Cetak TTE tanggal 8 Januari 2025. 

c. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk 
Semestar I tahun 2024.  Laporan telah disampaikan/dilaporkan kepada 
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem 
Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).  Terdapat 
Bukti pelaporan RKL – RPL melalui Sistem Informasi Pelaporan 
Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) dengan ID-TTE: 1736324897-
5484; Periode TTE: 1 Desember 2024 s/d. 8 Januari 2025 dan waktu 
Cetak TTE tanggal 8 Januari 2025. 

d. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk 
Semestar II tahun 2024.  Laporan telah disampaikan/dilaporkan 
kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem 
Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).  Terdapat 
Bukti pelaporan RKL – RPL melalui Sistem Informasi Pelaporan 
Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) dengan ID-TTE: 1736324937-
5484; Periode TTE: 1 Desember 2024 s/d. 8 Januari 2025 dan waktu 
Cetak TTE tanggal 8 Januari 2025. 
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Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Industrial Forest 
Plantation antara lain: 

a. Pengelolaan Kawasan Lindung berupa penataan dan penandaan 
kawasan lindung antara lain sempadan sungai, KPPN maupun 
KPSL antara lain pada : 

o Sempadan Sungai DAHANEN BESAR pada koordinat S: 01˚ 46’ 
35,62” dan E: 114˚ 14’ 24,25”; Sempadan Sungai ASAM pada 
koordinat S: 01˚ 36’ 41,74” dan E: 114˚ 08’ 23,92”; Sempadan 
Sungai UMPAH pada koordinat S: 01˚ 49’ 46,94” dan E: 114˚ 09’ 
47,16”;  

o Kawasan Lindung Areal KPSL pada koordinat S: 01˚ 43’ 00,43” dan 
E: 114˚ 08’ 25,70”. 

o Kawasan Lindung Areal Konservasi pada koordinat S: 01˚ 46’ 
42,08” dan E: 114˚ 08’ 51,05”. 

o Kawasan Lindung Areal KPPN pada koordinat S: 01˚ 48’ 26,51” dan 
E: 114˚ 14’ 28,24”. 

b. Pengamatan curah hujan (Ombrometer) pada koordinat N: 01˚ 52’ 
59,54” dan E: 114˚ 11’ 31,25”. 

c. Pemasangan papan larangan dan himbauan antara lain pada titik 
koordinat S: 01˚ 36’ 41,74” dan E: 114˚ 08’ 23,92”, S: 01˚ 46’ 35,62” 
dan E: 114˚ 14’ 24,25” 

d. Pembangunan Nursery pada koordinat S: 01˚ 47’ 40,61” dan E: 114˚ 
08’ 01,29”. 

e. Identifikasi Flora dan Fauna pada kawasan lindung yaitu pada areal 
KPPN maupun areal KPSL. 

f. Pengelolaan Flora dan Fauna pada kawasan lindung yaitu pada areal 
KPPN maupun areal KPSL. 

g. Pengujian fisik dan kimia air (LHU). 
h. Kelola sosial berupa bantuan dan CSR. 

 

 

Prinsip 5. 

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

 

1. Verifier 5.1.1. a : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Bahwa PBPH PT Industrial Forest Plantation telah Menyusun dokumen 
identifikasi bahaya, resiko dan Tindakan pencegahan, penanganan K3 
berupa Dokumen Identifikasi Aspek/Bahaya K3L dan Dampak/Risiko K3L. 

PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Prosedur K3 dalam bentuk 
SOP yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebanyak 
11 judul yang telah diterbitkan pada tangggal 1 Desember 2016 antara 
lain :  

 SOP Panitia Pembina Kesehatan & Keselamatan Kerja dan 
Lingkungan (P2K3L) dengan nomor Dokumen 002-IFP-EHS_SOP 
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 SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan & Keselamatan Kerja 
dan Lingkungan (K3L) dengan nomor Dokumen 003-IFP-EHS_SOP 

 SOP Pedoman Pengecekan APAR & Hydrant dengan nomor 
Dokumen 006-IFP-EHS_SOP 

 SOP Peraturan Mengemudi Kendaraan – Operasikan Alat dengan 
nomor Dokumen 007-IFP-EHS_SOP 

 SOP Pedoman Pengelolaan Limbah dengan nomor Dokumen 008-
IFP-EHS_SOP 

 SOP Penanganan dan Pengelolaan Limbah B3 dengan nomor 
Dokumen 009-IFP-EHS_SOP 

 SOP Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas 
Kemasan Bahan Kimia dengan nomor Dokumen 010-IFP-EHS_SOP 

 SOP Penilaian dan Pengelolaan NKT (HCV) dengan nomor 
Dokumen 011-IFP-EHS_SOP 

 SOP Pedoman Pengisian Aspek Dampak K3L dengan nomor 
Dokumen 013-IFP-EHS_SOP 

 SOP Tanggap Keadaan Darurat dengan nomor Dokumen 016-IFP-
EHS_SOP 

 SOP Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran 
dengan nomor Dokumen 017-IFP-EHS_SOP 

 SOP Alat Pelindung Diri dengan Nomor Dokumen 021-IFP-EHS-
SOP  

Terdapat Surat Keputusan Direktur PBPH PT Industrial Forest Plantation 
No. 01/DIR/IFP/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Penunjukkan 
Petugas K3 pada PBPH PT Industrial Forest Plantation. Adapun personil 
yang ditunjuk petugas Ahli K3 PBPH PT Industrial Forest Plantation atas 
nama Sdr. YOHANES NGISO LOGHA yang bertugas dan 
bertanggungjawab melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjamin 
terlaksananya prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PBPH 
PT Industrial Forest Plantation. Surat Keputusan ditandatangani oleh 
Direktur PBPH PT Industrial Forest Plantation; YUSTINUS SARONO 
RAHARJO 

2. Verifier 5.1.1. 
b 

: Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Bahwa PBPH PT Industrial Forest Plantation telah Menyusun dokumen 
identifikasi bahaya, resiko dan Tindakan pencegahan, penanganan K3 
berupa Dokumen Identifikasi Aspek/Bahaya K3L dan Dampak/Risiko K3L. 

PT Industrial Forest Plantation memiliki peralatan K3 sesuai dengan 
dokumen identifikasi bahaya, resiko dan Tindakan pencegahan, 
penanganan K3 berupa Helm Pengaman, Kacamata Pengaman, Masker, 
Respirator, Rompy Safety, Sepatu Pelindung, Sepatu Boots, Sarung 
Tangan, Rain Coat (Jas Hujan), Safety Belt, Safety APAR, sesuai dengan 
kebutuhan.  
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Keberadaan Sarana dan Prasarana serta Peralatan K3 dapat diverifikasi di 
lapangan, diantaranya :  

1) terdapat Klinik Kesehatan Bhakti Medika berada di BaseCamp PT IFP 
dengan tenaga medis Dokter dan Perawat.  

2) Kotak P3K tersebar di Kantor Camp persemaian, Mess, Kantin, dan 
Klinik.  

3) APAR yang dapat diverifikasi keberadaanya berada di Kantor, Mess, 
Kantin, Logpond serta tempat lain 

4) Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (Muster Point) - 
Papan Himbauan Pemakaian APD dan mengutamakan K3.  

5) Peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan  

Klinik dan paramedic - Ambulance Hasil pengecekan di lapangan terbukti 
adanya peralatan K3 berupa APD yang digunakan oleh pekerja di 
lapangan dan peralatan lainnya yang masih berfungsi dengan baik. 

3. Verifier 5.1.1. c : Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat arsip catatan kecelakaan kerja yang menjadi bagian dari 
Laporan Bulanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).  

PT Industrial Forest Plantation memiliki catatan kecelakaan kerja berupa 
Pelaporan Awal Kecelakaan (Preliminary Incident Report) berisi tentang 
kejadian kecelakaan kerja menyangkut tanggal kejadian, nama korban, 
waktu kecelakaan, usia korban, identitas karyawan, jabatan, atasan 
korban, departemen, jenis peralatan, nama saksi, identitas saksi, jabatan 
saksi, departemen saksi dan deskripsi kejadian. Selama periode audit 
Resertifikasi S-PHL telah terjadi 1 kejadian kecelakaan kerja dengan 
kategori ringan, seperti sepeda motor tergelincir yang terjadi pada 
tanggal 28 Februari 2024. 

Laporan Bulanan K3 telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai bukti pada surat 
pengantar berupa paraf dan stemple kantor Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 9 April 2025. 

Berdasarkan Wawancara dengan PIC Sekretaris K3 Bapak YOHANES 
NGISO LOGHA diketahui bahwa PBPH PT Industrial Forest Plantation 
memiliki upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja 
antara lain seperti: 

 Melaksanakan Morning Breefing yang dilakukan masing masing 
departemen pagi sebelum mulai bekerja. 
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 Melaksanakan Safety talk setiap hari jumat pagi. 

 Melaksanakan pemasangan rambu rambu himbauan keselamatan 
kerja ditempat tempat rawan kecelakaan kerja. 

 Melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, 

 Sosialisasai K3/Induksi ke TK ditempat baru. 

 Himbauan memperhatikan K3 

 Inspeksi K3 pada setiap kegiatan yang dilakukan secara rutin 
bulanan. 

 Pemberian fasilitas dan peralatan APD serta peringatan untuk selalu 
menggunakan APD dalam berkerja. 

Himbauan kepada masyarakat luar yang berada di areal perusahaan 
untuk ikut serta menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan 
masing masing (Security). 

4. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang 
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan 
serikat pekerja. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada periode audit Resertifikasi S-PHL tidak terdapat serikat pekerja di 
lingkungan kerja PT Industrial Forest Plantation, namun perusahaan 
memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi 
karyawan/karyawati, terdapat Surat Keputusan Direksi PT Industrial 
Forest Plantation, No.  01/HR-HO/IFP/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang 
berisi tentang “PT Industrial Forest Plantation adalah suatu perusahaan 
yang bergerak dibidang Kehutanan (Hutan Tanaman Industri) dengan ini 
menyatakan kebijakan perusahaan, memberikan kebebasan kepada para 
karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota 
Serikat Pekerja Perusahaan sebagai sarana terciptanya Hubungan 
Industrial yang harmonis antara Pengusaha dan Pekerja dalam 
melaksanakan masing-masing hak dan kewajiban sebagaimana yang 
telah diamanahkan Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku”. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Industrial 
Forest Plantation diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang 
adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam 
surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang 
berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka. 

5. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Bahwa PBPH PT Industrial Forest Plantation tidak memiliki dokumen 
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja 
PBPH PT Industrial Forest Plantation tidak terdapat serikat pekerja yang 
dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PBPH PT 
Industrial Forest Plantation telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan 
(PP). 

PBPH PT Industrial Forest Plantation telah memiliki dokumen Peraturan 
Perusahaan atas nama PT Industrial Forest Plantation periode tahun 2025 
– 2027. Dokumen Peraturan Perusahaan telah disahkan oleh Dinas 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas sesuai dengan SK No. 
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500.15.12.1/05/Distransnaker.2025 tanggal 22 April 2025 berlaku 2 (dua) 
tahun sampai dengan tanggal 21 April 2027.  

Dokumen Peraturan Perusahaan PT Industrial Forest Plantation terdiri 
atas XIV Bab dan 61 Pasal. 

6. Verifier 5.2.3 : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Dapat diverifikasi data karyawan periode bulan Mei 2025 yang terdiri: 

1. Daftar Karyawan Lokal PBPH PT Industrial Forest Plantation  
sebanyak 59 orang yang terdiri atas karyawan Laki-laki sebanyak 52 
orang dan karyawan perempuan 7 orang); 

2. Daftar Karyawan Non Lokal PBPH PT Industrial Forest Plantation 
sebanyak 51 orang yang terdiri atas karyawan Laki-laki sebanyak 46 
orang dan karyawan perempuan 5 orang). 

Berdasarkan hasil tinjauan Data Karyawan dan wawancara dengan Bapak 
EDYAH ZAID selaku Management Representatif (MR), dapat dipastikan 
bahwa tidak terdapat satu orang pun karyawan di lingkungan kerja PBPH 
PT Industrial Forest Plantation yang berusia dibawah 18 (delapan belas) 
tahun. 

Karyawan termuda atas nama FIRSTA RATRI AIZADA (Karyawan Non 
Lokal) yang lahir di Salatiga pada tanggal 5 Juni 2006 dengan nomor KTP 
3373014506060001 dan mulai bergabung dengan PBPH PT Industrial 
Forest Plantation pertanggal 25 Agsutus 2024 sebagai Mandor Plantation, 
sehingga pada saat masuk mulai bekerja yang bersangkutan telah berusia 
18 tahun 2 bulan. Selanjutnya pada saat pelaksanaan audit Resertifikasi 
S-PHL ini yang bersangkutan telah berusia 18 tahun 11 bulan. 
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3. KESIMPULAN AUDIT 
 
1) Pemenuhan terhadap Standar Penilian Kinerja PHL diberikan dengan predikat 

BAIK, Total Nilai Kinerja Indikator sebesar 82,54 % dari nilai maksimum yang dapat 
dicapainya dengan rincian nilai kinerja untuk setiap aspek PHL dan indikatornya 
sebagai berikut :  

 

No. ASPEK 
INDIKATOR PHL 

Nomor  Nilai  
Kinerja 

Nilai 
Kematangan 

Nilai 
Maksimum 

1. PRASYARAT 

1.1 Baik 3 3 

1.2 Sedang 2 3 

1.3 Baik 3 3 

1.4 Baik 3 3 

1.5 Sedang 2 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Baik 3 3 

2.2 Baik 3 3 

2.3 Baik 3 3 

2.4 Sedang 2 3 

2.5 Sedang 2 3 
2.6 Baik 3 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Baik 3 3 

3.2 Sedang 2 3 

3.3 Sedang 2 3 

3.4 Sedang 2 3 

3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 Sedang 2 3 

4.2 Sedang 2 3 

4.3 Baik 3 3 

4.4 Sedang 2 3 

4.5 Baik 3 3 

Jumlah 52 63 

Total Nilai Kinerja Indikator ( 52 / 63 ) x 100% = 82,54 
% 

BAIK 

2) Pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dinilai MEMENUHI, tidak 
terdapat verifier penyusun standar yang applicable, baik pada Prinsip 1, 2, 3, 4 dan 5 
yang diberikan nilai Tidak Memenuhi. 

3) Berdasarkan poin1) dan 2), maka tim audit menyimpulkan bahwa PBPH PT Industrial 
Forest Plantation, LULUS  audit Resertifikasi dengan predikat BAIK. 

4) Tim audit menerbitkan permintaan tindakan perbaikan (CARs) bagi verifier penyusun 
Standar Penilaian Kinerja PHL yang diberikan nilai BURUK dan SEDANG. 
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4. PENGAMBILANKEPUTUSAN

Berdasarkan hasil audit resertifikasi PHL tanggal 19 - 26 Mei 2025, LPVI PT Trustindo
Prima Karya telah menetapkan keputusan sertifikasi tanggal 13 Juni 2025 kepada PBPH
PT lndustrial Forest Plantation, bahwa :

1) PT lndustrial Forest Plantation dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHL dengan :

- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 82,54o/o ; dan
- MEMENUHI StandarVLHH Kayu

2) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT lndustrial Forest Plantation dapat
diterbitkan kembali atau diperpanjang masa berlakunya dengan predikat BAIK.

Trustindo Prima Karya,

Ir Kurnia, IPU

Direktur
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